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PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan keuangan cdaerah dan
memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota
Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 sudah tidak sesuai

kondisi saat ini sehingga perlu diganti; |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Gorontalo tentang Tambahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Gorontalo.
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaweab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesisi
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negar

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaha

Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubal'J
dengan Peraturan Pemeriritah Nomor 110 Tahun 201

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Nomor 5155);

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentan
li
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana tel

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturai
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangka
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I‘J
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republi

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentan
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peratur
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeme
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negar%
Republik Indonesia Nomor 6477); |

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentané
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6264);
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Memperhatikan :

< % -

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republilq
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembarad
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaraq‘
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones.iqi

Nomor 6340); |

|
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentan%

Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistern Tunjangan Kinerja Pegawawi
Negeri; |
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2q
Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangaj

Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara daq‘
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentan

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instans
Pemerintah;

|
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Instansi Pemnerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah;

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
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2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/1.3.2/
9087/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 900.1.1/9068/Keuda tagnggal S April 2023
perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

— } TAHUN 2023. |
DAERAH |
—

HUKUN

— ; BAB I

— ’/ KETENTUAN UMUM
| Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

L.

2,

Daerah adalah Kota Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerzh. ‘

Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo. |

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan!
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjd

yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
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Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja vang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahen atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.

Pegawai lainnya adalah ASN pusat/daerah dari instansi pemerintah lain
yang bertugas pada pemerintah daerah Kota Gorontalo melalui‘

mekanisme penugasan khusus.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instans
pemerintah. |

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas Dberkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan vang terdiri dari Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksanan.

Jabaten Administrator adalah sekelornpok jabatan yang memiliki
tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan

public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Pengawas adalah sekelompok jebatan yang memiliki tanggung
jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas yang berkaitan dengan pelayanar fungsional berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.
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Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang
Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam
hal tirgkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan

kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Nilai Jabatan adalah Nilai Kumulatif dari faktor Jabatan yan%
mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi

jabatan

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
TPP acalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan
atas prestasi kerja kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota

Gorontalo.

Indeks Besaran Rupiah yang selanjutnya disebut IDrp adalah besaran
harga/nominal rupiah setiap kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan

kemampuan daerah.

Sasaran Kerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disebut SKP-B adalah
rencara kinerja dan target kinerja bulanan yang akan dicapai olelﬁ

seorang ASN dalam 1 (satu) masa penilaian kinerja bulanan.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN dalam mas
kinerje.
Masa Kinerja adalah masa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kalender

terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan,

Hari Kerja adalah ketentuan masuk kerja bagi setiap ASN sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jam Kerja adalah waktu masuk dan pulang kerja bagi setiap ASN sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘

Sistim Kinerja Aparatur yang selanjutnya disebut e-sikap adalah suatu
penilaian melalui aplikasi Online yang dilakukan berdasarkan
produlktivitas kerja dan disiplin setiap irdividu dengan memperhatikaT

target, capaian dan hasil serta tingkat kehadiran.

Beban Kerja adalah Suatu pekerjaan atau tugas yang harqu
diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang melampaui beban kerja

normal.

Prestasi Kerja adalah Tugas atau pekerjaan yang hasilnyz diakui oleh

pimpinan diatasnya.



29. Kondisi Kerja adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki tanggung jawab
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dan resiko tinggi.

30. Tempat Bekerja adalah tempat tugas yang berada di caerah yang

31.

memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil

Kelangkaan Profesi adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki

keterampilan khusus yang tidak semua Pegawai dapat melaksanakan

pekerjaan tersebut.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar pemberian

TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk :

a. meningkatkan disiplin dan kinerja ASN;

b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN.

e ;'
-~ t BAB III
g
asy RUANG LINGKUP
i [
Pasal 4

l

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini :

prinsip Pemberian TPP;
ketentuan dan Kriteria pemberian TPP;

penetapan besaran basic TPP;

indikator pemberian dan pengurangan TPP;

penerapan sistem daftar hadir elektronik;
TPP khusus;
pembayaran TPP;

ketentuan lain-lain;




Q.

BAB IV
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5 '

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip :

a.

kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan

akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan
target dan tujuan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang
ditetapkan;

keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian tpp harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh

kesempatan fungsi dan peran sebagai Pegawai;

kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk

menjamin kesejahteraan Pegawai; dan

optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai optimalisasi

pagu anggaran belanja pemerintahan daerah.

}

E

BABV '

ASSTEN

KETENTUAN DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

(1)

(2)

(3)

[/ 4/
{ Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di Lingkungan Pemerintah Kota
Gorontalo diberikan TPP.

TPP diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
berdasarkan Kkriteria prestasi kerja dan pertimbangan objektif
lainnya.

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
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Pasal 7

Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2), sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(1)

SN

Pasal 8
TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional clan Jabatan
Pelaksana.

ASN pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten,/Kota dapat
diberikan TPP setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 9
TPP tidak diberikan kepada: ‘

a. ASN yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengean Per]anjlaq
Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. ASN yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka
\
tindak pidana dan ditahan;

c. ASN yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara;
d. ASN yang sedang menjalani Cuti Besar dan Cuti Melahirkan;

e. ASN yang menjalani cuti karena alasan penting (selama menjalan%
cuti); |
\

f.  ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus

Badan Layanan Umum,;

g. ASN yang menduduki jabatan fungsional guru dan fungsional

pengawas yang menerima tunjangan profesi;
h. ASN yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

i.  ASN yang melaksanakan Tugas Belajar di luar domisili Provinsi
Gorontalo.
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Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ASN tidak

diberikan TPP apabila dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuarﬂ

sebagai berikut :

a. Hukuman disiplin ringan kategori pernyatan tidak puas, tidak
menerima TPP selama kurun waktu 1 (satu) bulan;

b. Hukuman disiplin sedang, tidak menerima TPP selama kurun
waktu 2 (dua) bulan;

c. Hukuman disiplin berat, tidak menerima TPP selama kurun

waktu 3 (tiga) bulan;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku pada bulan

berikut setelah ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
\

Pasal 10 ‘

ASN yang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi
dan jabatan pengawas yang ditunjuk rnenjadi Pelaksana Tugas (Plt)
diberikan TPP sebesar 20% pada jabatan tersebut dengan tidalq:
menghilangkan TPP pada jabatan defenitif. |

ASN yang duduk dalam jabatan pelaksana dan ditunjuk menjadiJj
Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 50% pada jabatan tersebut
dengan tidak menghilangkan TPP pada jabatan pelaksana. \

BAB VI
PENETAPAN BESARAN EASIC TPP

Pasal 11
Penetapan besaran basic TPP berdasarkan parameter :

a. kelas jabatan;

b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperole
dengan menggunakan rumus : (besaran Tunjangan Kinerja BPK per kela
jabatan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalaq‘

konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
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BAB VII
INDIKATOR PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Indikator pemberiari TPP

Pasal 12

Indikartor pemberian TPP dinilai berdasarkan :

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh perserztus).
Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dinilai berdasarkan aplikasi e-kinerja yang dikembangkan oleh
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo.

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
didasarkan atas kehadiran ASN setiap hari kerja dalam kurun waktu
penilaian (satu bulan) yang dihitung melalui aplikasi absensi elektronik

(e-finger) yang terdapat pada perangkat daerah masing-masing.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 13

Apabila penilaian produktivitas kerja ASN kurang dari PredikatJ
Baik 92% - 100%, dikenakan pengurangan TPP.

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas

produktivitas kerja sebagai berikut:

a. nilai produktivitas kerja 81% - 91% dengan Predikat Butuh
Perbaikan, dikurangi 2,5%

b. nilai produktivitas kerja 71% - 80% dengan Predikat Kurang,
dikurangi 5%

c. nilai produktivitas kerja 61% - 70% dengan Predikat Sangat Kurang,
dikurangi 10%

d. nilai produktivitas kerja 51% - 60%, dikurangi 50%

e. nilai produktivitas kerja dibawah 51%, dikurangi 100%

Pasal 14

Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja meliputi :

a. terlambat masuk kerja;
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b. pulang sebelum waktu;

c. tidak masuk kerja;

tidak menghadiri kegiatan

keagamaan dan Kkegiatan

Pemerintah Kota Gorontalo;

Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimarna dimaksu

pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:

lainnya yang dilaksanakan ole

KETERLAMBATAN | LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE
(TL) PENGUEREANGAN
TL 1 1 menit s.d <31 menit 0,5%
TL 2 31 menit s.d <61 menit 1%
TL 3 61 menit s.d <91 menit 1,25%
TL 4 91 menit dan tau tidak 1,5%
melakukan absensi
elektronik masuk kerja

apel korpri, apel kerja, olahraga,

Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut :

melakukan absensi
elektronik pulang kerja

PULANG LAMA MENINGGALKAN PERSENTASE
SEBELUM PEKERJAAN SEBELUM PENGURANGAN
WAKTU (PSW) WAKTUNYA
PSW 1 1 menit s.d <31 menit 0,5%
PSW 2 31 menit s.d <61 menit 1%
PSW 3 61 menit s.d <91 menit 1,25%
PSW 4 91 menit dan atau tidak 1,55%

ASN vang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dikurangi 3% (tiga per seratus) untuk

setiap hari tidak masuk kerja;

ASN yang tidak menghadiri kegiatan apel korpri, apel kerja, olahraga,

keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerint

Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d huru

dikurangi 2% (dua per seratus) untuk setiap kegiatannya.

Penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tidak dikenakan pengurangan apabila terdapat pernyataan

yang sah yang diketahui Pimpinan Perarigkat Daerah/Unit Kerja bahwa

tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik;



(1)

(1)

(2)
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Pernyataan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh
Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan menggunakan forma’f
sebageaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagiaq
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagajmané
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan bagi Pimpinan Perangka
Daerah/Unit Kerja yang sedang melaksanakan tugas kedinasan
kegiatan atau rapat di luar kantor yang undangannya sangat mendesa ‘
melalui via telepon, pesan SMS/WA sehingga tidak dapat mengisi dafta_ﬂ‘*
hadir elektronik, dapat menyampaikan surat sanggahan secara langsun

kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kot

Gorontalo.

Pengecualian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1

juga berlaku pada sopir Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 16 ‘

t

ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor seperti mengikut
kegiatan pengembangan kompetensi, kegiatan rapat, melaksanaka
perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah dalam satu provinsi/lua
daerah antar provinsi/luar negeri dan tugas kedinasan lainnya yané
menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dihitung tetap
masuk kerja dan tidak dikenakan pengurangan TPP.

ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor sebagaiman?
dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen sanggah kehadlra.l?
sebagai berikut : |
a. Mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi dan sejenisnya. |

1) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit

kerja;

2) Undangan kegiatan; ‘

3) Telaahan (untuk kegiatan yarng dilaksanakan diluar daeraﬂ

dalam satu provinsi dan luar daerah antar provinsi);

4) Rekomendasi pengiriman peserta dari BKPP;
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Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan
sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat /
menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu
sanggahan (TAP atau TAS).

b. Mengikuti Rapat Koordinasi dan sejenisnya.

1)

i

2]
3)

4]

Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit

kerja;
\

Undangan kegiatan; aJ
Telaahan (untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar daer

dalam satu provinsi dan luar daerah antar provinsi);

Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan
sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat /
menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu
sanggahan (TAP atau TAS).

c. Mengikuti Rapat biasa.

1)

2)

3)

Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit
kerja;
Undangan kegiatan (menyesuaikan apabila undangarl

mendesak via telepon, pesan SMS/WA);

Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan
sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat /
menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu
sanggahan (TAP atau TAS).

d. Melaksanakan perjalanan dinas.

1)

2)
=g |
it
(3)

Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit
kerja;

Undangan kegiatan (apabila perjalanan dinas berdasarkan
undangan);

Telaahan;

Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan
sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat /
menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu
sanggahan (TAP atau TAS).

Apabila mesin absensi elektronik pada unit kerja ASN yang bersangkutan

mengalami masalah/terjadi gangguan teknis yang menyebabkan ASN
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yang bersangkutan tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, maka

dokumentasi Foto menjadi syarat sanggahan utama.

(4) Dokumentasi Foto sebagaimana dimaksud pada aya: (3) wajib

dilampirkan dengan ketentuan :

a. ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto selfie di area mesin

elektronik tersebut.

b. ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto terhadap status

tampilan pada Mesin Elektronik tersebut.

BAB VIII
PENERAPAN SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK ‘

SN

Pasal 17 ‘

(1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib menyediakan dan
menggunakan sistem daftar hadir elektronik sebagai salah satu sarana
untuk penghitungan pembayaran TPP serta mengevaluasi disiplin kerja

pegawai pada setiap Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing.

(2) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib menyediakan anggaran

pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin daftar hadir elektronik.

(3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja menunjuk atau
menugaskan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada
masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagai pejabat
penanggung jawab pelaksana dan pengelola sistem pengisian daftar hadir

elektronik.

(4) Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo wajib melakukan

perekaman pada database sistem daftar hadir elektronik.

(5) ASN yang tidak melakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), tidak akan menerima TPP dari indikator penilaian disipli
sebesar 30%. T

(6) Setiap ASN wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan
mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja yang menggunakan sistem

daftar hadir elektronik di masing-masing Perangkat Daerah /unit kerja.

(7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6} dilakukan 2

(dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
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(8) Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apatila : |

a. Mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidaﬁ
berfungsi,

b. Terjadi keadaan kahar (force majeure).

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan

ayat (4).

(9) Apabila mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tid
berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, maka perangkat
daerah/unit kerja wajib melaporkan ke pihak Badan Kepegawajar{,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo paling lambat 3 (tiga) hari

setelah terjadi kerusakan.

(10) Apabila mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak
berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, maka perangkat
daerah/unit kerja bertanggung jawab dan wajib memperbaiki mesir
daftar hadir elektronik dalam jangka wal:itu 30 hari kalender.

(11) Apabila perangkat daerah/unit kerja tidak memperbaiki mesin daft
hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka TP

berdasarkan indikator penilaian disiplin kerja tidak dibayarkan.

BAB IX |
TPP KHUSUS
Pasal 18

(1) Dalam rangka memberi penghargaan atas kinerja ASN di Lingkungan
Pemerintah Kota Gorontalo dapat diberikan TPP Khusus.

(2) TPP Khusus dapat diberikan sesuai kemampuan dan ketersediaan

anggaran.

(3) TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikar 100% tanpa

ada pengurangan. I

=) |
s k ) BAB X

. PEMBAYARAN TPP

. Pasal 19

]
(1) TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berkenaan dan/atau tanggal vang ditentukan BUD terkait

ketersediaan dana di kas daerah.



(3)

(4)

(5)

Pembayaran TPP dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

_ 18 -

Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan deng
hari libur, pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur

Setiap Perangkat Daerah menyampaikan surat permintaan pembayar
ke Badan Keuangan Kota Gorontalo setelah dilakukan verifikasi d
validasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perarigkat Daer
Masing-masing.

Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3
dileng<api dengan bukti print out rekapitulasi nilai produktivitas kerj
dan rekapitulasi nilai disiplin yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawai
Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalc.

Format dokumen pendukung pembavaran TPP tercantum dalam

lampiran III dan lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap ASN yang melaporkan atas tindakan gratifikasi kepada unit pengendal
gratifikasi, dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% dari TPP yang
dibayarkan pada bulan pelaporan setelah ditetapkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

(1)

(2)

Pasal 21

TN

(=1

U

Pasal 22

Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan S (lima) hari kerja

pengaturan jam kerja sebagai berikut :
a. Masuk pukul 08.00 Wita, dan
b. Pulang pukul 16.00 Wita.

Perangkat Daerah /unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja,

pengaturan jam kerja sebagai berikut : \
a. Masuk pukul 08.00 Wita, dan
b. Pulang pukul 15.00 Wita.




(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(

(2)

(3)
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Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan shif kerja, dapat

menyampaikan jadwal shif ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kota Gorontalo untuk disesuaikan dengan mesin daftar hadin

elektronik perangkat daerah/unit kerja terkait.

Pasal 23

Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui
Elektronik Laporan Kinerja (E-Lapkin), ditunda pembayaran TPP sampai

dengan ASN tersebut menyampaikan laporan kinerjanya.

Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui
Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SIASN), ditunda pembayaran;

TPP sampai dengan ASN tersebut menyarnpaikan laporan kinerjanya. |

Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASD{
ditunda pembayaran TPP sampai dengan ASN tersebut memenuh

kewajioannya untuk menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN.

Setiap Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak menyampaikan LPPD
LKIP, E-Monev, dan SIRUP yang menjadi tanggung jawab setia
perangkat daerah/unit kerja ditunda pembayaran TPP sampai deng

perangkat daerah/unit kerja tersebut memenuhi kewajibannya untu

menyampaikan LKIP, E-Monev dan SIRUP.

Pegawai ASN yang terindikasi melakukan perbuatan merugik
keuangan Negara/Daerah berdasarkan hasil review/temuan dari pejaba
yang berwenang atau Pegawai ASN yang sedang menjalani pemeriksa
karena terindikasi melakukan perbuatan tindak pidana ditunda
pembayaran TPP sampai dengan Pegawai ASN yang bersangkutarl
menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang

diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah ASN yang bersangkutan.

Pasal 24
Setiap ASN wajib menginput laporan kinerja bulanan pada aplikasi e-
kinerja.
Penginputan laporan kinerja bulanan dilaksanakan setiap hari paling

lambat setiap akhir pekan/minggu bulan berkenaan. |

Kelalasan penginputan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan.




- 20 -

i
|
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kot
Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagairmnana diuba
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 202
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 202
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkung

Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan Wali Kota ini berlaku terhitung mulai 1 Januari 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Avnril 202&
p— ?_ 9—WALI KOTA GORON’I‘ALO%
DAERAN
=
i
ASITEN |
If EN A. TAHA |
- ,9« |
| \
|

Diundangkan Gorontalo
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR . 8.



LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH
) KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | e | BULAN (Rp)
SEKRETARIAT | SEKRETARIAT PIMPINAN ,,
1 | DAERAH DAERAH TINGGI 15 29,310,003.71
SEKRETARIAT | SEKRETARIAT PIMPINAN .
2 | DAERAH DAERAH TINGGI 14 15,915,504.09
SEKRETARIAT | SEKRETARIAT PIMPINAN _
3 | DAERAH DAERAH TINGGI 13 LIS At Al
BAGIAN
ADMINISTRASI
4 | SEKRETARIAT | PENGADAAN A%%ﬁgg%}%k 12 11,516,151.38
DAERAH BARANG DAN
JASA
5 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM | ADMINISTRASI- 12 10,713,796.57
ADMINISTRATOR
DAERAH
6 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM A%DMI‘%%IS?F%R’A‘T%& 12 10,713,796.57
DAERAH |
I
BAGIAN ADMINISTRASI- |
7 | SEKRETARIAT | oM ERINTAHAN | ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20
DAERAH
BAGIAN
8 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN A%%ﬁggggk 12 10,525,007.20
DAERAH RAKYAT
BAGIAN ADMINISTRASI-
9 | SEKRETARIAT | JRYAN r Tk 12 10,525,007.20
DAERAH
BAGIAN
10 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI :[?h}[’;ggg}%ﬁ 12 10,525,007.20
DAERAH PEMBANGUNAN |
BAGIAN |
PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI- |
11 giggi'g\mm KOMUNIKASI ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20
PIMPINAN
BAGIAN
PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI-
12 gﬁgﬁ?mﬂ DAN SUMBER ADMINISTRATOR 12 10,525,007.29
DAYA ALAM
BAGIAN
ADMINISTRASI
13 | SEKRETARIAT | PENGADAAN A%“é;%ig?ss{' 9 6,720,934.50
DAERAH BARANG DAN :
JASA
BAGIAN
ADMINISTRASI
14 | SEKRETARIAT | PENGADAAN gggfg;gg;&b} 9 6,720,934.50
DAERAH BARANG DAN
JASA




KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp) |
BAGIAN
ADMINISTRASI
15 | SEKRETARIAT | PENGADAAN FUNGSIONAL 9 6,720,934.50
DAERAH BARANG DAN
- JASA
BAGIAN
ADMINISTRASI
16 | SEKRETARIAT | PENGADAAN ;gg?g,}gg:kﬁ 9 6,720,034.50
DAERAH BARANG DAN
JASA
BAGIAN
| PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI-
17 Eﬁ:é};ﬂlumr e b o S 9 5,032,279.69
PIMPINAN
SEKRETARIAT FUNGSIONAL —
18 | Daneat BAGIAN HUKUM | ‘o o D 9 5,032,279.69
SEKRETARIAT FUNGSIONAL -
19 | DxERALH BAGIAN UMUM et 9 5,032,279.69
FUNGSIONAL -
SEKRETAFIAT | BAGIAN
20 | DAERAH PEMERINTAHAN | PENYETARAAN 9 5,032,279.69
. BAGIAN FUNGSIONAL -
21 gﬁ‘lf:m"“” KESEJAHTERAAN | PENYETARAAN 9 5,032,279.69
RAKYAT
FUNGSIONAL -
SEKRETARIAT | BAGIAN
22 | DAERAH ORGANISASI PENYETARAAN ° 5,032,279.69
| BAGIAN FUNGSIONAL -
23 ?)%RR%AHAT ADMINISTRASI PENYETARAAN 9 5,032,279.69
PEMBANGUNAN
BAGIAN
24 | SEKRETARIAT | PROTOKOL DAN iy
KOMUNIKASI PENYETARAAN 9 5,032,279.69i
DAERAH PIMPINAN
BAGIAN
PEREKONOMIAN | FUNGSIONAL -
25 g]::\léRRiLAIUAT ot e o 9 5,032,279.69
DAYA ALAM
BAGIAN
ADMINISTRASI
26 | SEKRETARIAT | PENGADAAN FUNGSIONAL 8 6,720,504.18
DAERAH BARANG DAN
JASA
BAGIAN
ADMINISTRASI
27 | SEKRETARIAT | PENGADAAN ggggg;gg;“" 8 6,297,976.11
DAERAH BARANG DAN \AN
JASA
BAGIAN
SEKRETARIAT | PROTOKOL DAN | FUNGSIONAL -
28 | DAERAH KOMUNIKASI PENYETARAAN 8 4,979,795.06
PIMPINAN
SEKRETARIAT
2¢ | DAERAH BAGIAN HUKUM | FUNGSIONAL - 8 4,979,795.06

PENYETARAAN




, KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT samaran | taecy | woram )
BAGIAN
ADMINISTRASI ) |
30 | SEKRETARIAT | PENGADAAN Aljl,“éﬁggﬁil 7 6,720,223.60
DAERAH BARANG DAN
JASA
BAGIAN
ADMINISTRASI
31 | SEKRETARIAT | PENGADAAN ADP“émgiitil‘ 7 4,680,465.60
DAERAH BARANG DAN
JASA
ADMINISTRASI
PENGADAAN ADMINISTRASI —
i
32 | SEKRETARIAT | oV 0 AMY g Sl 7 2,132,721.03
DAERAH
JASA
33 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM Arg\glmsgg}il— 7 2,132,721.03
DAERAH LAK 1
|
34 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM A%“éﬁ‘ﬁgﬁil‘ 7 2,132,721.03
DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI —
35 | SEKRETARIAT 7 2,132,721.03
e PEMERINTAHAN PELAKSANA
BAGIAN
36 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN A%ﬁgﬁ‘;ﬁl B 7 2,132,721.03
DAERAH RAKYAT
BAGIAN ADMINISTRASI -
37 | SEKRETARIAT 7 2,132,721.03
gt ORGANISASI PELAKSANA
BAGIAN
38 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI A%‘éﬁfﬁ;ﬁ;ﬁ“ 7 2,132,721.03
DAERAH PEMBANGUNAN
BAGIAN
PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI —
39 gilémmum R iyt 7 2,132,721.03
PIMPINAN
BAGIAN
PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI —
40 [S)l}i:\[éRRiIT{ARIAT s o o e 7 2.132,721.03
DAYA ALAM
41 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM Anpgmﬁgi‘;;i[_ 6 2,006,335.40
DAERAH
42 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM AD%EX%%}?‘ 6 2,006,335.40
DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI —
oY
43 | SEKRETARIAT | DANAS e 6 2,006,335.40
DAERAH
BAGIAN
44 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN A%%Efﬁgg}il' 6 2,006,335.40
DAERAH RAKYAT
BAGIAN ADMINISTRASI —
45 | SEKRETARIAT 6 2,006,335.40
Lol ORGANISASI PELAKSANA
BAGIAN
46 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI A%“éﬁlﬁgg}il . 6 2,006,335.40
DAERAH PEMBANGUNAN




, KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT oannvaN | S| OtAN gRa)
BAGIAN
.| PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI -
47 E%RR%E[ABJAT o ooty 6 2,006,335.40
PIMPINAN
BAGIAN
| PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI -
48 Is)i}égi’rHAFJAT DT i et R g 2,006,335.40
DAYA ALAM
BAGIAN
ADMINISTRASI
49 | SEKRETARIAT | PENGADAAN A%“gggﬁil" 5 2,000,777.03
DAERAH BARANG DAN
JASA
50 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM ADP%“‘ngﬁggﬁ“ 5 2.000,777.03
DAERAH
51 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM ADPNE”LDEEggﬁI‘ 5 2,000,777.03
DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI —
52 | SEKRETARIAT 5 2,000,777.03
i PEMERINTAHAN PELAKSANA
BAGIAN
53 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN A%“g&gsrii;il - 5 2,000,777.03
DAERAH RAKYAT
BAGIAN ADMINISTRASI —
54 | SEKRETARIAT 5 2.000,777.03
it ORGANISASI PELAKSANA
BAGIAN
55 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI A%I‘éﬁlﬁgiﬁgil - B 2,000,777.03
DAERAH PEMBANGUNAN
BAGIAN
PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI —
56 giléRRi'}r{AmAT et R 5 2,000,777.03
PIMPINAN
BAGIAN
PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI —
o7 IS)?;;RR%ARIAT DAN SUMBER PELAKSANA 2 2,000,777.03
DAYA ALAM
58 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM A%ﬂfﬁggﬁl‘ 3 1,513,772.14
DAERAH
59 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM ADP%IIEE%%}?I‘ 3 1,513,772.14
DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI —
60 | SEKRETARIAT 3 1,513,772.14
. PEMERINTAHAN PELAKSANA
BAGIAN
61 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN ADP“gm;g;il‘ 3 1,513,772.14
DAERAH RAKYAT
BAGIAN ADMINISTRASI —
62 | SEKRETARIAT 3 1,513,772.14
e ORGANISASI PELAKSANA
BAGIAN
63 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI ADPNEIHJ;ggﬁI‘ 3 1,513,772.14
DAERAH PEMBANGUNAN




X KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp)
BAGIAN
, PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI -
64 ]s)muml‘ e s it iy 3 1,513,772.14
PIMPINAN
BAGIAN
X PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI — |
65 giré};ﬂm.lm AR SUMBES BRT ATecnn 3 1,513,772.14
DAYA ALAM \

;LWALI KOTA GORO NTALO,fV
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LAMPIRAN 1.1
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO ‘

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO| UNITKERJA | SUB UNIT JABATAN | SSLAS | TPE Pfgpfm
1 | SEKRETARIAT | SEKXBTARIAT pf?g&%ﬁ“ 14 13,522,510.72
) | soeemman s | s T g
3 | SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI o 3,824,046_6#
Bk
o | oo || rocsome T | s
7 | SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | ADMINISTRAS - . 2’122,155_2‘5
| SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI - . 1_972,329.7%
o | SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI - . N —
1o | SEKRETARIAT | SEKRETARIAT | ADMINISTRAS - . I

‘QWALI KOTA GORONTALO f

W




LAMPIRAN I.2

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

_ KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT R R
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, PIMPINAN
1 PENDIDIXAN PENDIDIKAN TINGGI 14 16,450,656.41
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI -
2 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN | ADMINISTRATOR 12 8,061,305.96
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
5 | KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - . T
PENDIDIKAN PENDIDIKAN | ADMINISTRATOR 993,315
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN,
a | B i i FUNGSIONAL 11 5,464,659.25
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI -
5 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENGAWAS 9 5,395,080.93
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | FUNGSIONAL -
6 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN | PENYETARAAN 9 9,395,080.93
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI -
7 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENGAWAS 8 5,299,354.10
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | FUNGSIONAL -
8 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN | PENYETARAAN 8 9,299,354.10
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN,
9 | B N FUNGSIONAL 8 3,270,890.59
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI -
10 | pENDIDIKAN PENDIDIKAN PELAKSANA 7 3,130,599.68
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI -
11| pENDIDIKAN PENDIDIKAN PELAKSANA 6 2,686,449.09

DAN PELATIHAN

DAN PELATIHAN




KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT amass | aoaees | soran s
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI -
12 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN PELAKSANA 5 2,552,373.24
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN
BADAN BADAN
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI -
13 | pENDIDIXAN PENDIDIKAN PELAKSANA 3 1,513,772.00
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN

?’WALI KOTA GORONTALO,
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LAMPIRAN 1.3
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
BADAN KEUANGAN
f
No | ST, | SUBUNIT JABATAN Hiesaal ey
1 KE%‘A%A(?AN KE%A}S\I%‘AN PIMPINAN TINGGI 14 17,033,535.37
. KE%QA[I)\JA(?AN CEIEREER ﬁ%xﬁlgfgﬁa = 8,401,126.82
|
B el e o 1 7:999:216.09
" KE?JAA?\IA(];AN KEBU)}S\I?AN ADP%?&?A%RAASI _ & SI9T8900.23)
6 | KEUANGAN | KEUANGAN|  PENYETARAAN 9 5.798,193.43
7 KEBI?A?\IA(?AI\' KE%\A[;I?AN Anphéﬂgiﬁil - ¥ 3,255,227,09 |
2 KE]?LJ%A(;“AN' KEBUAA[?\T?AN A%Léﬁlggiﬁ[ _ B 2,720,454.78 |

?—WAL] KOTA GORONTALO
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BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN 1.4

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

No | SO, | SuBuUNIT JABATAN samamax | ¥ Pﬁ‘:pfm
1 | BAPPPEDA | BAPPPEDA | PIMPINAN TINGGI 14 17,033,535.37
2 | BAPPPEDA | BAPPPEDA | A0 B TRAS 12 8,212,337.46
3 | BAPPPEDA | BAPPPEDA |  ADMITISTRAS 11 7,735,762.30
4 | BAPPPEDA | BAPPPEDA |  ADMITISTRASL 11 7,589,804.52
5 | BAPPPEDA | BAPPPEDA | ADJETISTRASE - 9 5,466,868.09
6 | BAPPPEDA | BAPPPEDA | P NOSORA. - 9 5,466,868.09
7 | BAPPPEDA | BAPPPEDA AD;%‘SI;VRQSS] - 8 5,396,997.15
8 | BAPPPEDA | BAPPPEDA |  potOS ONAL - 8 5,396,997.15
9 | BAPPPEDA | BAPPPEDA |  ADMINSTRASI- 7 3,150,165.92
10 | BAPPPEDA | BAPPPEDA | ADMINISTRASE - 6 2,686,449.09
11 | BAPPPEDA | BAPPPEDA A%“égfgﬁi] - 5 2,552,373.24
—L?-

ALI KOTA GORONTALO,?«
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LAMPIRAN L.5

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- KELAS TPP PEJ
NO UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp)
DINAS DINAS
KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN .
1 | AN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
SIPIL SIPIL
DINAS DINAS
5 | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 12 6.659.544/01
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | ADMINISTRATOR S
SIPIL SIPIL
DINAS DINAS
3 | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 0 5 312863116
IDAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | ADMINISTRATOR e
SIPIL SIPIL
DINAS DINAS \
4 | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 9 3,804,167,10
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PENGAWAS yO [
SIPIL SIPIL
DINAS DINAS
5 | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN FUNGSIONAL - 9 3.804.1 67\ 10
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | PENYETARAAN A
SIPIL SIPIL !
DINAS DINAS
6 | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - s
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PENGAWAS 3,785,727.64
SIPIL SIPIL
DINAS DINAS
-~ | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN FUNGSIONAL - %
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | PENYETARAAN 3,785,727.64
SIPIL SIPIL
DINAS DINAS
s | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 7 5. 155155 b
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PELAKSANA ey
SIPIL SIPIL
DINAS DINAS ]
, | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 6 1.672 320 171
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PELAKSANA pel e
SIPIL SIPIL
DINAS DINAS
{o | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - . i G LBO
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PELAKSANA pr sl
SIPIL SIPIL

ALI KOTA GORON’I‘ALO‘}
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LAMPIRAN 1.6
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KELAS TPP PER |
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN JARARAR | UL (el
BADAN BADAN
KESATUAN | KESATUAN

I | pAnotn DAN | BamceiuAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
POLITIK POLITIK
BADAN BADAN

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRAS] -

2 | BANGSA DAN | BANGSA DAN | ADMINISTRATOR 12 6,659,544.91
POLITIK POLITIK |
BADAN BADAN i

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRAS] - |

3 | BANGSA DAN | BANGSA DAN | ADMINISTRATOR 12 ©,312,863.16
POLITIK POLITIK |
BADAN BADAN |

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI -

4 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PENGAWAS 9 3,804,167.10
POLITIK POLITIK |
BADAN BADAN

KESATUAN | KESATUAN FUNGSIONAL -

5 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PENYETARAAN ° 3,804,167.10
POLITIK POLITIK
BADAN BADAN

¢ | KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI - "

BANGSA DAN | BANGSA DAN PENGAWAS 3,785,727.64
POLITIK POLITIK
BADAN BADAN
. | KESATUAN | KESATUAN FUNGSIONAL - .
BANGSA DAN | BANGSA DAN PENYETARAAN 3,785,727.64
POLITIK POLITIK
BADAN BADAN
KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI -

8 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PELAKSANA 7 2,122,155.25
POLITIK POLITIK
BADAN BADAN

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI -

9 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PELAKSANA 6 1,972,329.71
POLITIK POLITIK
BADAN BADAN

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI -

10 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PELAKSANA 5 1,917,115.90

POLITIK POLITIK
] KOTA GORONTALO,{/
MAR A. TAHA
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LAMPIRAN 1.7

< 1%

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERHUBUNGAN

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN J;‘:;‘,‘::N Bgiﬂ”(-":p'

L | Sne oAk | FESSOHONGAN GG L .1
2 | e o | e o | 2T |12 | aanasoss
3 | PERHUBUNGAN | PERHUBUNGAN | ADMINISTRATOR | ! 5,612,076.61
4 PERHDI?I;?JSI;\IGAN PERIEI}g?J?\IGAN :gnhffl%g,;&%é S 5,546,395.61
. PERHDL?;[I\JEI.:IGAN PERI—?&EIE}?‘IGAN ADP%ISCI}?&VR:SI ‘ 9 3,804,167.10
6 PERHDJI;?;;:IGAN PERHDSg?J?\IGAN ggg?}?’li‘gg:kﬂr = 3,804,167.10
4 PERHDl}gﬁEIiIGAN PERHDI;I];?J?\IGAN ADPB}’{:]g([}i’IQNRigl H 8 3,785,727.64
e PERHDJI;?J?JGAN PERHDL}E?J?\IGAN ggg?ﬁ?’ll‘ggikﬁ 8 3,785,727.64
9 PERHDLIIE?J?IGAN PERI—%E%?\IGAN A%héalgﬁil _ ¥ 2,122,155.25
0 PER}PJE?J%GAN PERHDSE?J?JGAN A%hé{%gﬁil _ 2 1,972,329.71
- PERHDI}IE;?JE];\IGAN PERHDLIII};?JSNGAN ADP%ES&SEI _ . 1,917,115.90

9—WALI KOTA GORONTALO
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LAMPIRAN I.8

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

. KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT TABATAR | aprer | prraw R
DINAS DINAS
1 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN P%’{ﬁgg? 14 13,522,510.72
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN :
DINAS DINAS
2 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN :gﬁﬁlssgxf& 12 6,659,544.91
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN
DINAS DINAS
3 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN :gﬁ%ﬁgﬁf& 11 5,312,863.16
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN L
DINAS DINAS
4 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN | FUNGSIONAL 11 4,393,329.15
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN |
DINAS DINAS
5 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN AD;‘@éiﬂ}:gl - 9 3,804,167.10
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN
DINAS DINAS
6 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN ggg‘?s;ggﬁlq 9 3,804,167.10
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN
DINAS DINAS
7 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN ml%%“éﬂfﬁgl - 8 3,785,727.64
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN
DINAS DINAS
8 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN ggggg%gj%& 8 3,785.727.64
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN
DINAS DINAS
9 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN A[;fg}%?gﬁil - 7 2,122,155.25
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN ‘
DINAS DINAS
10 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN A[;Péﬁlg]fﬁl - 5 1,072,329.71
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN !
DINAS DINAS
11 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN A%’gﬁﬁgfﬁil - 5 1,917,115.90
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN ‘

ﬂWALI KOTA GORONTALO,
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LAMPIRAN 1.9

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SIPIL

IDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO KllIBNRI} . | SUBUNIT JABATAN Jﬁﬁﬁn er l’f:p?m
1 | DP2KBP3A | DP2KBP3A | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
2 | DP2KBP3A | DP2KBP3A |  ADVINISTRASL 12 6,659,544.91
3 | DP2KBP3A | DP2KBP3A :gn%%xlss'gg%ﬁ 11 5,312,863.16
4 | DP2KBP3A | DP2KBP3A ADP%?&'{VR:SSI - 9 3,804,167.10
5 | DP2KBP3A | DP2KBP3A |  pUNUSIONAL - 9 3,804,167.10
6 | DP2KBP3A | DP2KBP3A | ADMITISTRASI - 8 3,785,727.64
7 | DP2KBP3A | DP2KBP3A ggg&gggﬁ& 8 3,785,727.64
8 | DP2KBP3A | DP2KBP3A | ADTINISTRAS- 7 2,122,155.25
o | DP2kBP3A | DP2KBP3A | ADMITISTRASE- 6 1,972,329.71

10 | DP2KBP3A | DP2KBP3A A%“éﬁlfgfgil - 5 1,917,115.90

/9_

'ALI KOTA GORONTALO,
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LAMPIRAN I.10

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NEGERI SIPIL

KELAS TPP PER
NO UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN iy | mraw i
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN
| | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
MASYARAKAT MASYARAKAT
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN
> | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN ﬁgmlss?ﬁféé 12 6.730,340.93
MASYARAKAT MASYARAKAT
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN |
3 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN gm%‘gg&%k 11 5,612,0715.61
MASYARAKAT MASYARAKAT |
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN
4 | PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN A‘“S&%Eﬁ&f&z 11 5,415,033.61
MASYARAKAT MASYARAKAT
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN
5 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN ADP%II\I;‘(ET;NRQSI - 9 3,804,167.10
MASYARAKAT MASYARAKAT 3
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN B
6 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN ggﬁﬁill,ggﬁlq 9 3,804,16%.10
MASYARAKAT MASYARAKAT i
DINAS SOSIAL DAN
7 | PEMBERDAYAAN UPTD m%ﬁﬂg:s& - 9 3,804,167.10
MASYARAKAT !
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN
8 | PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN AD;‘EﬁEi";VRAAgl - 8 3,785.727.64
MASYARAKAT MASYARAKAT 3 |
CINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN | oo oo
9 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN | rUNGSIORAL- 8 3.785,727.64
MASYARAKAT MASYARAKAT '
DINAS SOSIAL DAN |
10 | PEMBERDAYAAN UPTD AD%ﬁé;iaRﬁgl - 8 3,785,727.64
MASYARAKAT ! |
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN
11 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN A%“éﬁggﬁg‘il : 7 2,122,155.25
MASYARAKAT MASYARAKAT
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN
12 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN Agﬁﬂﬁgﬁil - 6 1,972,32$.71
MASYARAKAT MASYARAKAT
DINAS SOSIAL DAN
18 | PEMBERDAYAAN UPTD g gl 6 1,972,329.71
MASYARAKAT
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN
14 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN A%“éﬁfﬁgﬁil ¢ 5 1,917,115.90
MASYARAKAT MASYARAKAT
( KOTA GORONTALO,/
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LAMPIRAN I.11

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENDIDIKAN
UNIT KELAS | TPP PER BULAN
- (o (Lo SUB UNIT JABATAN R e )
DINAS DINAS
I | bENDIDIKAN | PENDIDIKAN | PIMPINAN TINGGI 14 14,245,033.83
DINAS DINAS
ADMINISTRASI -
2 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | a0vioionome o 12 6,730,340.93
DINAS DINAS
ADMINISTRASI -
3 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | provio oot 11 6,130,226.73
DINAS DINAS *‘
ADMINISTRASI - |
4 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | oy o i 11 5,546,395.61
I
DINAS DINAS
5 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | FUNGSIONAL 11 3,129,334.79
DINAS DINAS
ADMINISTRASI -
6 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN vl e 9 4,031,124.96
DINAS DINAS
ADMINISTRASI - |
7 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN Sl 9 3,975,904.07
DINAS DINAS |
ADMINISTRASI -
8 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN ENGAWAS 9 3,804,167.10
DINAS DINAS
FUNGSIONAL - |
9 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN |  poavion o 9 3,975,904.07
DINAS DINAS
FUNGSIONAL -
10 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | peyo o bes 9 3,804,167.10
DINAS DINAS
11 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | FUNGSIONAL 9 2,659,106.73
DINAS DINAS
12 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | FUNGSIONAL 8 2,529,842.41
DINAS DINAS
ADMINISTRAST -
13 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | 8 AP0 &0 7 2,122,155.25
DINAS DINAS
ADMINISTRASI -
14 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | "0 PP X 6 1,972,329.71
DINAS DINAS
15 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | DMINISTRASI - 5 L7 TR0

PELAKSANA
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1€

DINAS
PENDIDIKAN

DINAS
PENDIDIKAN

ADMINISTRASI -
PELAKSANA

3 1,513,772.14

g s
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LAMPIRAN I.12
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PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS KESEHATAN

UNIT . KELAS | TPP PER B
NO KERJA SUB UNIT JABATAN iyl R ""“‘T
DINAS
DINAS PIMPINAN $
I | kpseraran | KESEHATAN s 14 14,245,033.83
| DINAS DINAS
2 | keseraran | KESEHATAN FUNGSIONAL 14 7,596,036.04 |
DINAS RUMAH SAKIT
5 | KESEHATAN | UMUM DAERAH :g%%lssfrr&%é 12 6,796,417.21
OTANAHA }
DINAS DINAS
; ADMINISTRASI - |
4 | KESEHATAN | KESEHATAN | yp\ooenoins o 12 6,730,340.93
DINAS DINAS
& | KESEHATAN | KESEHATAN FUNGSIONAL 12 4,530,944.80
DINAS RUMAH SAKIT |
€ | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 12 4,530,944.80
OTANAHA
DINAS DINAS SL
[ , ADMINISTRASI -
7 | KESEHATAN | KESEHATAN | youmocn e o 11 6,049,949.95
DINAS DINAS
, ADMINISTRASI -
8 | KESEHATAN | KESEHATAN | yovorenonr- o 11 5,845,609.06
DINAS DINAS
9 | KESEHATAN | KESEHATAN FUNGSIONAL 11 4,305,754.49
DINAS RUMAH SAKIT
10 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 11 4,305,754.49
OTANAHA
DINAS DINAS
11 | KESEHATAN | KESEHATAN FUNGSIONAL 10 3,364,462.50
DINAS RUMAH SAKIT
12 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 10 3,364,462.50
OTANAHA
DINAS DINAS
, , ADMINISTRASI -
13 | KESEHATAN | KESEHATAN S s 9 3,975,904.07
DINAS DINAS |
‘ , ADMINISTRASI -
14 | KESEHATAN | KESEHATAN e 9 3,804,167.10
DINAS RUMAH SAKIT
15 | KESEHATAN | UMUM DAERAH AD%?&?;VR:? - 9 3,804,167.10
OTANAHA £ |

/



~ 20 -

UNIT . KELAS | TPP PER BULAN
NO | kErJA SUB UNET JABATAN | ;ABATAN (Rp)
DINAS DINAS |
) X FUNGSIONAL -
16 | KESEHATAN | KESEHATAN PENYETARAAN 9 3,975.904.?7
DINAS DINAS *
, , FUNGSIONAL -
17 | KESEHATAN | KESEHATAN NI PARA NN 9 3,804,167.10
DINAS DINAS |
18 | KESEHATAN | KESEHATAN FUNGSIONAL 9 3,321,536.52
DINAS RUMAH SAKIT
19 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 9 3,321,536.52
OTANAHA
DINAS DINAS
: ADMINISTRASI -
20 | KESEHATAN | KESEHATAN NGRS 8 3,785,727.64
DINAS DINAS
. FUNGSIONAL -
21 | KESEHATAN | KESEHATAN b 8 3,785,727.64
DINAS DINAS
22 | KESEHATAN | KESEHATAN FUNGSIONAL 8 3,284,356.82
!
DINAS RUMAH SAKIT
23 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 8 3,284,356.82
OTANAHA
DINAS DINAS |
; ADMINISTRASI -
24 | KESEHATAN | KESEHATAN AT XTSRS 7 2,122,155.25
DINAS RUMAH SAKIT
25 | KESEHATAN | UMUM DAERAH ﬂ%ﬁgﬁgf - 7 2,122,155.25
OTANAHA |
DINAS DINAS l
26 | KESEHATAN | KESEHATAN FUNGSIONAL 7 3,032,768.44
DINAS RUMAH SAKIT
27 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 7 3,032,768.44
OTANAHA
DINAS DINAS
; ADMINISTRASI - J
28 | KESEHATAN | KESEHATAN 0T ARSANR 6 1,972,329.71
DINAS DINAS
20 | KESEHATAN | KESEHATAN FUNGSIONAL 6 2,278,380.87
DINAS RUMAH SAKIT
30 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 6 2,278,380.87
OTANAHA
DINAS RUMAH SAKIT
31 | KESEHATAN | UMUM DAERAH A%ﬁiﬁgﬁil - 6 1,972,329.71
OTANAHA
DINAS PUSKESMAS |
ADMINISTRASI - L
f) Id
32 | KESEHATAN | KOTA UTARA B ANGATE 6 1,972,329.71
DINAS PUSKESMAS | |
, ; ADMINISTRASI -
33 | KESEHATAN | KOTA TENGAH BT RSN 6 1,972,329.%1
DINAS PUSKESMAS ‘
. ADMINISTRASI - |
34 | KESEHATAN | KOTA SELATAN BT 6 1,972,329.71
DINAS PUSKESMAS !
. : ADMINISTRASI -
35 | KESEHATAN DUNGINGI ST RSN 6 1,972,329.71

4



-21 -

UNIT . KELAS | TPP PERB
NO | gERJA Sy Ttk JABATAN | jABATAN (Rp)
DINAS PUSKESMAS i
s : ADMINISTRASI -
36 | KESEHATAN SIPATANA oy 6 1,972,329.71
DINAS PUSKESMAS
, ; ADMINISTRASI - 4
37 | KESEHATAN | HULONTHALANGI S KRBANA 6 1,972,329.71
DINAS PUSKESMAS
, - ADMINISTRASI - A
33 | KESEHATAN | DUMBO RAYA HELARSANA 6 1,972,329.71
DINAS DINAS
39 | KESEHATAN KESEHATAN FUNGSIONAL 6 2,278,380.E|$7
DINAS RUMAH SAKIT f
40 | KESEHATAN | UMUM DAERAH FUNGSIONAL 6 2,278,380.87
OTANAHA
DINAS DINAS
; ADMINISTRASI -
41 | KESEHATAN KESEHATAN SR ARBARA 5 1,917,115.90
DINAS RUMAH SAKIT
42 | KESEHATAN | UMUM DAERAH A%“éﬂlgiﬁﬁl - 5 1,917,115.90
OTANAHA
DINAS PUSKESMAS
; ; ADMINISTRASI -
43 | KESEHATAN | KOTA TIMUR PHLAIRSANA 5 1,917,1 15.#0
DINAS PUSKESMAS
; ADMINISTRASI -
44 | KESEHATAN | KOTA UTARA PELARSANA 5 1,917,1 15.90 |
DINAS PUSKESMAS
= ; ADMINISTRASI -
45 | KESEHATAN | KOTA BARAT i 5 1,917,115.90
DINAS PUSKESMAS '
) ; ADMINISTRASI - I
46 | KESEHATAN | KOTA TENGAH OBl ARSANA 5 1,917,115.90
DINAS PUSKESMAS
ADMINISTRASI -
Fr I
47 | KESEHATAN | KOTA SELATAN T ARSANA 5 1,917,1 15.?0
DINAS PUSKESMAS 4
. ADMINISTRASI -
48 | KESEHATAN PILOLODAA T ATS RIT 5 1,917,115.90
DINAS; PUSKESMAS
; ADMINISTRASI -
49 | KESEHATAN DUNGINGI SRLARSENSE 5 1,917,115.90
DINAS PUSKESMAS |
ol ADMINISTRASI -
50 | KESEHATAN SIPATANA PELAKSANA 5 1,917,115.90
DINAS PUSKESMAS
. o ADMINISTRASI - |
51 | KESEHATAN | HULONTHALANGI T ARBANA 5 1,917,115.90
DINAS PUSKESMAS
ADMINISTRASI -
y <
52 | KESEHATAN | KOTA UTARA PR ARSAA 4 1,914,448.66
DINAS PUSKESMAS
. ] ADMINISTRASI -
53 | KESEHATAN DUNGINGI PELAKSANA 4 1,914,448.66
DINAS. PUSKESMAS
' ADMINISTRASI -
54 | KESEHATAN SIPATANA oy 4 1,914,448.66
DINAS DINAS '
5 | KESEHATAN KESEHATAN FUNGSIONAL 4 1,9 14,448.q6
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UNIT | KELAS | TPP PER BULAN

NO | kERJA RS s JABATAN (Rp)
DINAS DINAS

) : ADMINISTRASI -

56 | KESEHATAN | KESEHATAN Bt 3 1,513,772.14
DINAS RUMAH SAKIT

57 | KESEHATAN | UMUM DAERAH A[;“égﬁgﬁi[ - 3 1,513,772.14

OTANAHA

I
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LAMPIRAN I.13

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

UNIT KELAS | TPP PER BULAN
NO| o SUB UNIT JABATAN IABATAN ik
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN |
1 | UMUM DAN | UMUM DAN | PIMPINAN TINGGI 14 14,425,033,83
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
2 | UMUM DAN | UMUM DAN :]?%ﬁlssr}rx%é 12 6,750,163.81
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
3 | UMUM DAN | UMUM DAN :g%ﬁ‘ssgg%ﬁ 11 6,130,226.73
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
5 | UMUM DAN | UMUM DAN ADP%I;;}(I}?&NR:;"I ) 9 3,975,904.07
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
6 | UMUM DAN | UMUM DAN gggﬁ?g;%rq 9 3,804,167.10
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
8 | UMUM DAN | UMUM DAN ADP?éwéi’l;NRAASSI - 8 3,785,727.64
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
9 | UMUM DAN | UMUM DAN A%“éﬁlggﬁil - 7 2,122,155.25
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
10 | UMUM DAN | UMUM DAN A?}‘éﬁ‘%ﬁil - 6 1,972,329.71
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
11 | UMUM DAN | UMUM DAN A%“éﬂ}?gﬁil - 5 1,917,115.90
PENATAAN | PENATAAN
RUANG RUANG
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|
UNIT KELAS TPP PER BULAN
NO KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN (Rp)
DINAS DINAS
PEKERJAAN | PEKERJAAN
12 | UMUM DAN | UMUM DAN ADMINISTRASI - 3 1,513,772.14
PENATAAN PENATAAN PELAKSANA
RUANG RUANG ‘
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LAMPIRAN I1.14
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN SRAESAW| oL (n)
DINAS, DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN
1 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
KAWASAN KAWASAN
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN
DINAS DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN «
2 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN | ADMINSTRASI- | ) 6,659,545.91
KAWASAN KAWASAN
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN |
DINAS DINAS J
PERUMAHAN | PERUMAHAN R
3 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN :g%%‘g&.fgé 11 5,312,863.1
KAWASAN KAWASAN
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN
DINAS DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN i
4 | RAKYATDAN | RAKYAT DAN | APMIEISTRAS - 9 3,804,167.10
KAWASAN KAWASAN "
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN
DINAS DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN
5 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN ggggg‘ggﬁ;ﬁ 9 3,804,167.10
KAWASAN KAWASAN
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN
DINAS DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN -
6 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN AD;%?&?;ZVR:@‘ - 8 3,785,727.64
KAWASAN KAWASAN . |
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN
DINAS DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN )
7 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN ggﬁgg{ggﬁﬁ 8 3,785,727.64
KAWASAN KAWASAN
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN
DINAS DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN )
8 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN ADPhélLlfgg AN‘:I - 7 2,122,155.25
KAWASAN KAWASAN !
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN
DINAS DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN .
9 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN ADP%ILDX%%‘;’ - 6 1,072,329.7
KAWASAN KAWASAN :
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 1
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KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JAmATAN| BULARRS
DINAS DINAS
PERUMAHAN | PERUMAHAN N |
Lo | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN AD;QXSE%KI - 5 1,917,115.90
KAWASAN KAWASAN '
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN e

—
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LAMPIRAN I.15

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI

NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

: KELAS | TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | oo o ot
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI PIMPINAN
. PAMON(G PAMONG TINGGI = 13,522,510.72
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI ADMINISTRASI - |
2 | pamoNG PAMONG | ADMINISTRATOR: = 6,698,382.97
PRAJA PRAJA |
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI ADMINISTRASI -
% PAMONG PAMONG | ADMINISTRATOR - 9,473,416.7
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI
* | pamoNG PAMONG FUNGSIONAL 11 5,473,416.72
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN J
POLISI POLISI ADMINISTRASI -
S PAMONG PAMONG PENGAWAS 4 3,975,904.07
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI ADMINISTRASI -
- PAMONG PAMONG PENGAWAS = 3,948,293.62
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI FUNGSIONAL -
‘ PAMONG PAMONG PENYETARAAN 2 3,948,293.62
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI
8 PAMONG PAMONG FUNGSIONAL 9 3.396.084,72
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI ADMINISTRASI -
? PAMONG PAMONG PENGAWAS g 3,861,338.42
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI FUNGSIONAL -
10 pamonG PAMONG PENYETARAAN 8 3,861,338.42
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI
11 pamonG PAMONG EENGIEA. 8 3,239,974.62
PRAJA PRAJA
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KELAS TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN Jamamay s
SATUAN SATUAN
L POLISI POLISI
121 pAMONG PAMONG FUNGSIONAL 7 2,633,616.98
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI ADMINISTRASI -
1 PAMONG PAMONG PELAKSANA 7 2,269,684.76
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI ADMINISTRASI -
191 pamonG PAMONG PELAKSANA e 2,006,335.40
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI
15 PAMONG PAMONG FUNGSIONAL 6 2,346,392.24
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI ADMINISTRASI -
16 PAMONG PAMONG PELAKSANA S 1,917,115.90
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI
17 PAMONG BAMONG FUNGSIONAL 5 1,944,085.98
PRAJA PRAJA
SATUAN SATUAN
POLISI POLISI ADMINISTRASI -
L PAMONG PAMONG PELAKSANA 3 1,513,772.14
PRAJA PRAJA

WALI KOTA GORONTALO l/
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LAMPIRAN I.16

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

BENCANA DAERAH

BENCANA DAERAH

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
| KELAS TPP PER
NO|  UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | e | BULAN (ko)
T BADAN BADAN
1 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN P%‘;’g‘!ﬁ“ 14 13,522,510.72
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH
BADAN BADAN , |
2 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN :g&‘ﬁfgg%g 12 6,659,544.91
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH
BADAN BADAN |
3 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN | ADMITSTRASL - | 5,312,463.16
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH
BADAN BADAN
4 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN ADQ;,ISS%RQSSI - 9 3,804,167.10
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH :
BADAN BADAN |
5 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN gggf;{ggﬁk& 9 3,804,167.10
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH
BADAN BADAN
6 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN mﬁg;ﬁ&iﬁﬁg‘ - 8 3,785,727 64
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH '
BADAN BADAN ,
7 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN ﬁgﬁf}?ﬁgﬁn} 8 3,785,#27.64
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH
BADAN BADAN |
8 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN A‘i’,“émsgmi[ 3 7 2,122,155.25
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH LAK
BADAN BADAN |
9 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN A%“éﬁﬁ;ﬁi‘ - 6 1,972,329.71
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH
BADAN BADAN
ADMINISTRASI -
10 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN | AR FISTRES 5 1,917,115.90

LB

TEN A. TAHA

WALI KOTA GORONTALO, %

(,,

o



-30 -

LAMPIRAN [.17

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO .

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

UNIT KELAS | TPP PER BULAN
NO | A SUB UNIT JABATAN o e
DINAS DINAS
TENAGA TENAGA |
1 KERJA, KERJA, | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM | DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA. TENAGA
2 KERJA, KERJA, :ggllgllss’gg%é 12 6,659,544.91
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM | DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA. TENAGA
3 KERJA, KERJA, :g&ﬁlssggf& 11 5312,863.16
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM | DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA. TENAGA
4 KERJA, KERJA, ADF%?(I}T;VRQSI - 9 3,804,167.10
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM | DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA TENAGA
5 KERJA, KERJA, ggg?g;gg:kﬁ 9 3,804,167.10
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM | DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA TENAGA
6 KERJA, KERJA, FUNGSIONAL 9 3,322,088.73
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM | DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA TENAGA
7 KERJA, KERJA, ADP‘,‘gzlgéiTwRQSS' - 8 3,785.727.64
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM | DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA. TENAGA
8 KERJA, KERJA, gggggg%bl 8 3,785,727.64
KOPERASI | KOPERASI
| | DANUKM | DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA TENAGA
9 KERJA, KERJA, FUNGSIONAL 8 3,154,757.87
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM | DAN UKM
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UNIT KELAS TPP PER BULAN
NO | ol SUB UNIT JABATAN o Rp)
T DINAS DINAS
TENAGA TENAGA
KERJA, KERJA, ADMINISTRASI -
101 KOPERASI | KOPERASI PELAKSANA 7 2,122,155.2%
| DAN UKM DAN UKM o
DINAS DINAS
TENAGA TENAGA
KERJA, KERJA, ADMINISTRASI -
11| KOPERASI | KOPERASI PELAKSANA 6 1,972,329.7}
DAN UKM DAN UKM
DINAS DINAS
TENAGA TENAGA
12 | KERJA, KERJA, ADP%EX%EQAS;I - 5 1,917,115.90
KOPERASI | KOPERASI
DAN UKM DAN UKM

?,WALI KOTA GORONTALO%’
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LAMPIRAN 1.18

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL‘.
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO '

DINAS PANGAN |
:
NO K‘gg v SUB UNIT JABATAN JAxﬁk::N AR P‘:’:;M
DINAS UINAS

1 Kromainid! PANGAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
2 | PANGAN | PANGAN | ADMINISTRASI |, 6,659,544.91
3 P%NéfN PR;QN(‘?ASN :g;ﬁﬁlssgﬁ%é 11 5,312,863. 16I
4 P%NéfN pg{vNéqu ADF?];I?(I}T“NRQSI . 9 3,804,167. 10.
5 P%NéfN PR;N(J}AASN ggﬁ?g}mh} 9 3,804,167. 10'
6 | pancaN | PanGan A e~ 8 3,785,727.64,
7 | Panaan Eeiy? A o 8 3,785,727.64 |
5 | PANGAN | PANGAN | ADMINISTRASI- |, 2122,155.25
9 P?\;“N(?ASN pR}vNéfN A%hégﬂgﬁil i 6 1,972,329.71 |
10 PRIIVN(?EN PI}:\)JI\JNC?ASN A%%LTE;EQEI i 5 1,917,115.90 |

ALI KOTA GORONTALO,
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LAMPIRAN I.19
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KELAS | TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | HLAS =
DINAS DINAS
1 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
HIDUF HIDUP
DINAS DINAS
2 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN | ADMINSTRASL- | 4o 6,659,544.91
HIDUF HIDUP
DINAS DINAS
3 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN :[l))%lﬁxlss’;&?s(l)ﬁ 11 5,619,374.50
ol HIDUP HIDUP |
DINAS DINAS |
4 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN ﬁ%ﬁ?g&f&q 11 5,312,863.1
[ HIDUP HIDUP
DINAS DINAS
5 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN ADQQ:IS(I}SA";NRQSS}I - 9 3,804,167.1&
HIDUP HIDUP
DINAS DINAS
6 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN ggﬁfgggﬁb} 9 3,804,167.10
HIDUP HIDUP |
DINAS DINAS
7 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN AD%?CIS&VR:;"I‘ 8 3,785,727.64
HIDUP HIDUP
DINAS DINAS
8 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN ggg?g%g%& 8 3,785,727.64
HIDUP HIDUP ;
DINAS DINAS
9 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN A%“éﬁfﬁ;ﬁﬁil : 7 2,122,155.24
HIDUP HIDUP
DINAS DINAS
10 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN A%%LT&;EQ?I - 6 1,972,329.71
HIDUP HIDUP |
DINAS DINAS |
11 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN | ADMINISTRASE - 5 1,917,115.90
HIDUP HIDUP |
DINAS DINAS
12 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN | ADMIMISTRASI - 3 1,513,772.14
HIDUP HIDUP
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DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
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LAMPIRAN 1.20
PERATURAN WALI KOTA GGORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NEGERI SIPIL

TPP PER BULAN

: KELAS
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | CLAS i
DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
1 | INFORMATIKA | INFORMATIKA PEP“;'D?QEN 14 13,522,510.72
DAN DAN
PERSANDIAN | PERSANDIAN
DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
2 | INFORMATIKA | INFORMATIKA :g&ﬁ%lssggfé}é 12 6,659,544.91
DAN DAN
PERSANDIAN | PERSANDIAN
DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
2 | INFORMATIKA | INFORMATIKA :gl\hfﬁﬁlssggfg)é 11 5.312,863.16
DAN DAN
PERSANDIAN | PERSANDIAN
DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
4 | INFORMATIKA | INFORMATIKA AD}%IS(I}T‘?:SS] . 9 3,804,167.10
DAN DAN
PERSANDIAN | PERSANDIAN
DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
5 | INFORMATIKA | INFORMATIKA ggg?g%%]; 9 3,804,167.10
DAN DAN
PERSANDIAN | PERSANDIAN
DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
¢ | INFORMATIKA | INFORMATIKA | ADMIEISTRAS! - 8 3,785,727.64
DAN DAN |
PERSANDIAN | PERSANDIAN |
DINAS DINAS |
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
7 | INFORMATIKA | INFORMATIKA ggg?ggg:h& 8 3,785,727.64
DAN DAN
PERSANDIAN | PERSANDIAN
DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
& | INFORMATIKA | INFORMATIKA A%“gﬁgﬁi] - 7 2,122,155.25
DAN DAN
PERSANDIAN | PERSANDIAN
DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
¢ | INFORMATIKA | INFORMATIKA A%“éiﬁ‘%ﬁﬁi‘ - 6 1,072,329.71
DAN DAN
PERSANDIAN | PERSANDIAN




L

KELAS TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN (Rp) |

DINAS DINAS
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI,
10 | INFORMATIKA | INFORMATIKA | A0 INISIRASE -
DAN DAN

PERSANDIAN | PERSANDIAN ‘

5 1,917,115.90
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LAMPIRAN I.21

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| KELAS | TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | LS s
DINAS DINAS
PENANAMAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN PIMPINAN
1 | PELAYANAN | PELAYANAN TINGGI 14 13,522,510.72
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
PENANAMAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI -
2 | PELAYANAN | PELAYANAN | ADMINISTRATOR 12 5,059,549
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
PENANAMAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI -
3 | PELAYANAN | PELAYANAN | ADMINISTRATOR 13 5,312,863.16
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
PENANAMAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI -
4 | PELAYANAN | PELAYANAN PENGAWAS 3 3,804,167.10
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
PENANAMAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN | FUNGSIONAL -
5 | PELAYANAN | PELAYANAN | PENYETARAAN o 3,804,167.10
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
PENANAMAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI -
6 | PELAYANAN | PELAYANAN PENGAWAS 8 3,785,727.64
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
PENANAVAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN | FUNGSIONAL -
7 | PELAYANAN | PELAYANAN | PENYETARAAN 8 3,785,727.64
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
8 | PENANAVAN | PENANAMAN A%“éﬂ\ggﬁ}i[ - 7 2,122,155.25
MODAL DAN | MODAL DAN
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KELAS | TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | S e
PELAYANAN | PELAYANAN
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
PENANAMAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI -
9 | PELAYANAN | PELAYANAN | PELAKSANA 5 1,972,329.71
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
DINAS DINAS
PENANAMAN | PENANAMAN
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI -
10" PELAYANAN | PELAYANAN PELAKSANA 5 1,917,115.90
TERPADU TERPADU
SATU PINTU | SATU PINTU
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DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
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LAMPIRAN I.22
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

[
. KELAS | TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | KOLAS s
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
1 | PERIKANAN | PERIKANAN p%};ggN 14 13,522,510.72
DAN DAN |
PERTANIAN | PERTANIAN |
DINAS DINAS '
KELAUTAN, | KELAUTAN,
2 | PERIKANAN | PERIKANAN :g&“gfggﬁ%g, 12 6,659,544.91
DAN DAN ‘
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
3 | PERIKANAN | PERIKANAN :gh%ﬁlssgﬁ%ﬁ 11 5,312,863.16
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
4 | PERIKANAN | PERIKANAN | FUNGSIONAL 11 4,393,329.15
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
5 | PERIKANAN | PERIKANAN AD%&?\%Rﬁgl' 9 3,804,167.10
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
6 | PERIKANAN | PERIKANAN gggggggﬁkﬁ 9 3,804,167.10
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
7 | PERIKANAN | PERIKANAN | FUNGSIONAL 9 3,322,088.73
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
8 | PERIKANAN | PERIKANAN AD;&?S%RQSSI' 8 3,785,727.64
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
9 | PERIKANAN | PERIKANAN ggggg,i{g%& 8 3,785,727.64
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
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KELAS | TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | <SS s
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
10 | PERIKANAN | PERIKANAN | FUNGSIONAL 8 3,154,757.87
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN B
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
11 | PERIKANAN PERIKANAN Aljpr‘égﬂggﬁil' 7 2,122,155.25
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
12 | PERIKANAN PERIKANAN A%l\églggﬁil' 6 1,972,329.71
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
13 | PERIKANAN | PERIKANAN | FUNGSIONAL 6 2,720,454,78
DAN DAN
PERTANIAN | PERTANIAN ]
DINAS DINAS
KELAUTAN, | KELAUTAN,
14 | PERIKANAN | PERIKANAN A%“Igm?giﬁl' 5 1,917,115.90
DAN DAN ‘
PERTANIAN | PERTANIAN |
DINAS DINAS \
KELAUTAN, | KELAUTAN, |
15 | PERIKANAN | PERIKANAN | ADMIPHSTRASI: 3 1,513,772.14
DAN DAN |
PERTANIAN | PERTANIAN
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DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
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LAMPIRAN [.23
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI

NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

, KELAS | TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN v ek
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA,
1 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN P,IT“I“%N&N 14 ©3,522,510.72
DAN DAN
OLAHRAGA | OLAHRAGA
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA,
2 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN | ADMINISTRASI - 12 6,659,544.91
ADMINISTRATOR
DAN DAN
OLAHRAGA | OLAHRAGA
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA,
3 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN g&ﬁ?’?&%}? 11 5,312,863.16
DAN DAN :
OLAHRAGA | OLAHRAGA
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA,
5 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN AD%%‘ET;VR:SI' 9 3,804,167.10
DAN DAN
OLAHRAGA | OLAHRAGA
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA, )
6 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN ggﬁ?ﬁ%ﬁﬁﬁlq 9 3,804,167.10
DAN DAN
OLAHRAGA | OLAHRAGA
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA,
8 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN AD;,‘S&?&RQSSI - 8 3,785.727.64
DAN DAN
OLAHRAGA OLAHRAGA l
DINAS DINAS i
PARIWISATA, | PARIWISATA,
9 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN gggﬁg{.m]\] 8 3,785,727.64
DAN DAN
OLAHRAGA | OLAHRAGA
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA,
11 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN A%I‘églgmil‘ 7 2,122,155.25
DAN DAN
OLAHRAGA | OLAHRAGA
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA, )
12 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN A%“éfggﬁil 6 1,972,329.71
DAN DAN
OLAHRAGA | OLAHRAGA




_41 -
, KELAS | TPP PER BULAN
NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN ol o)
DINAS DINAS
PARIWISATA, | PARIWISATA,
14 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN | ADMINISTRASI -
DAN DAN PELAKSANA 5 1,917,115.90
OLAHRAGA | OLAHRAGA B
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LAMPIRAN 1.24

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

UNIT KELAS | TPP PER BULAN
NO | SUB UNIT JABATAN SABAAN (ol
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN
1 | PERIND S RIAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN ADMINISTRASI -
2 DAN | PERINDUSTRIAN | ADMINISTRATOR 12 6,730,340.93
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN ADMINISTRASI -
3 DAN | PERINDUSTRIAN | ADMINISTRATOR 1 9,612,076.61
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN ADMINISTRASI -
4 DAN | PERINDUSTRIAN | ADMINISTRATOR 11 5,415,033.61
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN ADMINISTRASI -
5 DAN | PERINDUSTRIAN PENGAWAS ? 3,804,167.10
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN FUNGSIONAL -
6 DAN | PERINDUSTRIAN | PENYETARAAN 2 5:804,167-10
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN
7 | PERINDO S rRiAN | FUNGSIONAL 9 3,322,088.73
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
8 | PERDAGA | PERDAGANGAN | ADMINISTRASI - 8 3,785,727.64
e PENGAWAS
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| unrT KELAS | TPP PER BULAN
o SUB UNIT JABATAN oy Rie)
DAN DAN
PERINDU | PERINDUSTRIAN
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN FUNGSIONAL -
R DAN | PERINDUSTRIAN | PENYETARAAN 8 3,785,727.64
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN
10| DAN | PERINDUSTRIAN A%“éﬁﬁ;fﬁil' 7 2.122,155.25
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN ADMINISTRASI -
11| DAN | PERINDUSTRIAN PELAKSANA 6 1,972,329.71
PERINDU
STRIAN
DINAS DINAS
PERDAGA | PERDAGANGAN
NGAN DAN ADMINISTRASI -
121 'bAN | PERINDUSTRIAN PELAKSANA 5 1,917,115.90
PERINDU
STRIAN

C}WALI KOTA GORONTALO
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LAMPIRAN 1.25

- 44 -

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NEGERI SIPIL

INSPEKTORAT
KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp)
INSPEKTORAT
PIMPINAN
1 | INSPEKTORAT el s 14 17,296,601.55
, INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | ,pniniemoaa o 5 212,337 40
ADMINISTRATOR y 214,991
, INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | ,parnrerpaar N 735 762,30
ADMINISTRATOR REd et
INSPEKTORAT | INSPEKTORAT
4 FUNGSIONAL 11 5,464,659.25
] INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | ,rnoniampac . . 3026205 20
PENGAWAS =&, 409
INSPEKTORAT | INSPEKTORAT
6 FUNGSIONAL 9 4,257,530.60
INSPEKTORAT | INSPEKTORAT
7 FUNGSIONAL 8 3,905,721.62
. INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | pnvonieroacr ] 2 19 155 21
PELAKSANA B B
INSPEKTORAT | INSPEKTORAT
9 FUNGSIONAL 7 3,150,165.92
o INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | ,rnonieroag ] | 070.320.71
PELAKSANA 2 (4y94. 14
ADMINISTRASI - |
11 | INSPEKTORAT | INSPEKTORAT BT ACRANA 5 1,917,115.90
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LAMPIRAN 1.26

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG |
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN SIPATANA

KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABMTAR | gt | memaR o)
KECAMATAN | KECAMATAN
PIMPINAN
1 SIPATANA SIPATANA et e 12 9,817,047.07
KECAMATAN | KECAMATAN
ADMINISTRASI -
2 SIPATANA SIPATANA | ;ovro o Saois | 1 4,393,329.15
KECAMATAN | KECAMATAN
ADMINISTRASI -
3 SIPATANA SIPATANA ettt 9 3,489,060.24
KECAMATAN | KELURAHAN
4 SIPATANA BULOTADAL | DOMINISTRASL 9 4,345,884.03
PENGAWAS
TIMUR |
KECAMATAN | KELURAHAN |
5 SIPATANA BULOTADAA AD;%?&E:;‘I : 9 4,345,884.0
BARAT
KECAMATAN | KELURAHAN
ADMINISTRASI -
6 SIPATANA TANGGIKIKI PENGAWAS 9 4,345,884-04
KECAMATAN | KELURAHAN
ADMINISTRASI -
7 SIPATANA TAPA b 9 4,345,884.03
KECAMATAN | KELURAHAN
ADMINISTRASI -
8 SIPATANA MOLOSIPAT U e 9 4,345,884.03
KECAMATAN | KECAMATAN
ADMINISTRASI -
9 SIPATANA SIPATANA el 8 3,785,727.64
|
KECAMATAN | KELURAHAN
10|  SIPATANA BULOTADAR, | MIMINIGIRASE - 8 3, 129,015.61
PENGAWAS |
TIMUR
KECAMATAN | KELURAHAN |
11 SIPATANA BULOTADAA AD%%"S&?QSSI . 8 3,129,015.61
BARAT
KECAMATAN | KELURAHAN | 3,129,015.61
. ADMINISTRASI - 1129,
12 |  SIPATANA TANGGIKIKI il 8
. | KECAMATAN | KELURAHAN | \pyinisTraSI . 3,129,015.61
. ' PENGAWAS
KECAMATAN | KELURAHAN 3,129,015.61
ADMINISTRASI - 1129,
14 |  SIPATANA MOLOSIPAT U HNGEAT RS 8
KECAMATAN | KECAMATAN
) ADMINISTRASI -
15 |  SIPATANA SIPATANA e 7 2,122,155.25
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, KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp) ‘
KECAMATAN KECAMATAN |
ADMINISTRASI -
16 SIPATANA SIPATANA T ATEANA 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN
17 SIPATANA BULOTADAA | ADMINISTRASI - 6 1,972,329.71
PELAKSANA
TIMUR
KECAMATAN KELURAHAN
18 SIPATANA BULOTADAA Al)},%ﬁ]}fgigil . 6 1,972,329.7 1(
BARAT
KECAMATAN KELURAHAN
ADMINISTRASI -
19 SIPATANA TANGGIKIKI PELAKSANA 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN
ADMINISTRASI - |
20 SIPATANA TAPA L AREARR 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN
ADMINISTRASI -
21 SIPATANA MOLOSIPAT U BBt ArcRaTe 6 1,972,329.71
KECAMATAN KECAMATAN
ADMINISTRASI - .
22 SIPATANA SIPATANA PELAKSANA 5 1,917,115.90
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LAMPIRAN 1.27

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN HULONTHAILANGI

|

NO |  UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | KELAS Bgﬁ;’fgp,
KECAMATAN KECAMATAN S —
1 | HULONTHALANGI | HULONTHALANGI asonpi 12 9,8 17,047.107
2 Hui%%‘gmiel HUEE(:)%L'\I‘I\ICI{?\{?ITIGI :g&ﬁlf;g\%l? 11 4,393,329,! 15
§ | Fonmamaswer | ToorEre A eaas 9 3,489,960.24
4 HUﬁ%%ﬁ%i{ﬁgGl K;Eg%%i? ADPhggéi%R:SS = 9 4,345,884.03
5 | BimONTEALENGL |  TENDA A s 9 4,345,884.03
6 Huﬁ%‘%ﬁﬁml KELP%%{%{AN AD;‘%?&TWRQSSI ) 9 4,345,884.|[}3
T HUi%%%ﬁiﬁiﬁGl K’%ﬁ%ﬁéN Anl%ﬁéil;ﬁ‘gl ) 9 4,345,884.L)3
- KRAMAT o
5 | HULONTHALANGI | DONGGALA | ADMINISTRASI- | g | 30c ey i
9 HU?%CI‘\II’\I‘I;&-&&gGI HU%%%%?EEGI m;\g:%vgr&zﬁgl i 8 3,785,727.64
10 | HULETE NS | | BENDRNG S 8 3,129,015.61
11 HUI?..%%IJ?I‘I:‘:{ﬁ?JGI KE’%EI%I;AN ADI?g:Igéi];NRiSSI ) 8 3,129,015.61
12 Huli%%%%im(}l KEL}%RI-?EIAN ADP%II?&BVR:SSI i 8 3,129,015.61
13| HULONTHALANGI |  TANJUNG | ADMINISTRASL- | g | 3 10q 015,
KRAMAT
o |y TR | isas | | 5 amonoes
15 | HULONTHALANGI | HULONTHALANG! | ADMINISTRASI- | 7| ) 1) g
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NO| UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | A3 Bg:;f;p'

T o | | oraem
i% | spwrastansy | EERDmG A eenan 6 1,972,329.71
% | snorcEssre | | mmE A s 6 1,972,329.71
1% | B oNTEALANED | | TANGONE A s 6 1,972,329,71

N KRAMAT |
18 | HULONTHALANGI | DONGGALA | ADMINISTRASI- | 172,229.71
19 HU?EOC;IJ?I‘I}U:[?\{%PI\IIGI HUE%%‘%{?&EGI A?églgﬁil i 5 1,917,1 15;.90
19 HU%%(I:\?I‘DI{I&’{Q?\IGI KSEIE%%?}N ﬂ%{ﬂigﬁﬁil ' 5 1,917,115.90
19 HU%.%%%?&&?IGI KE?EJ;%;IAN Aljphéﬁlggﬁil i 5 1,917,1 15i90
PRI R e B
5| HLONRULANG | TANIONG: L 5 1,917,115.90
KRAMAT :
20| HULONTIRIANGL | HONSGAA o 5 1,917,115.90
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LAMPIRAN 1.28

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN DUNGINGI

SIPIL

NO| UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | RS Bginpﬁfp)
1 KESQ%S%IN KSS%&T&N P%gg\;gN 12 9,817,047.07
1 . e N 4,393,329.15
5| ‘Dunamer | DuNGinar | ADMINISTRASI- | g | g 4g0 g6 5
+ KSSQES?(?IN KEIilljgl?g A ADPN::%\'&T‘?QSSI ' 9 4,345,884.03
5 Kggglgﬁ?&h] Hﬁ?(}%gggu AD%?&%?Q? i 9 4,345,884.03
6 Kggﬁgﬁl}r&hl fgggggl{(?gl AD;‘;?&%?:SSI ) 9 4,345,884.03
7 | “DUnciNG | ToMULABUTAG | ADMINISTRASI- | g | 4 3qc gy o

SELATAN
8 KSSQ%S?&N T(I)(Ef[]ﬁliig%?io AD%%%%?:SI i 9 4,345,884.03
s | “Dunomer Sunene A e aas 8 3,785,727.64
10 KSS%QJ&N KEIf,Iljgt?g - m%?é%ﬁgl i 8 3,129,015.61
11 Kglcjﬁl(\}aﬁfélN H%E;\Iﬁugggggu ADP%ID?(I}%?:SS I 8 3,129,015.61
12 Kgggl(\}dﬁf(? ﬁfigﬁ?ﬁégl AD%?&%&SI i 8 3,129,015.61
% | DONGHGT | TONULABIAG e o 8 3,129,015.61

SELATAN

14 Kggﬁgﬂ:}r(;N Tgfdlﬁti?é%ﬂo AD%?S;{}}:? - 8 3,129,015.61
15|  DuNemar “DUNGINGI | ADMINISTRASI - 7 2,122,155.25

PELAKSANA
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NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JIA‘:?\"?:N Bm:p'
KECAMATAN KECAMATAN -
16 DUNGINGI DUNGINGI A%“éﬁ%ﬁil 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN ey
17 | DUNGINGI LIBUO Aﬂgﬁgiﬁil 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN -
18 |  DUNGINGI HUANGOBOTU A%%{Tﬁ;&gil 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN :
19 DUNGINGI TULADENGGI Ar;,“éfﬂﬁlﬁﬁil - 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN .
20 DUNGINGI TOMULABUTAO A[;,“éﬁfg,mil - 6 1,972,329.71
SELATAN >
KECAMATAN KELURAHAN :
21 DUNGINGI TOMULABUTAO A%ﬁiﬁlﬁil - 6 1,972,329.71
KECAMATAN KECAMATAN .
22 DUNGINGI DUNGINGI A%“égﬁlxil - 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN . ?
23 DUNGINGI LIBUO A%’éﬂﬁ’liﬁil - 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN .
24 |  DUNGINGI HUANGOBOTU | ADMINIS ReS! - 5 1,917,115.90
| KECAMATAN KELURAHAN =
25 |  DUNGINGI TULADENGGI | AN RAST - 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN -
26 DUNGINGI TOMULABUTAO A%%LTS;;ARS? - 5 1,917,115.90
SELATAN >
KECAMATAN KELURAHAN -
27 DUNGINGI TOMULABUTAO A%%LTE;;ENA? - 5 1,917,115.90
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LAMPIRAN 1.29

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA SELATAN

PELAKSANA

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | SAS BtTJ:iNP?:pl
KECAMATAN KECAMATAN PIMPINAN

1 | KOTA SELATAN | KOTA SELATAN TINGGI 12 9,817,047.0'{
2 ch()?*gﬁgg:ﬁ?: N K}c()?‘gﬁkshéﬁﬁrq :‘S&ﬂg@%é 11 4,393,329.15
s | ek | e, | aommistrast- |y | g0 0604
ﬁ4ﬂ Klgfl;‘gAshgziiﬁﬁN KEILNIIJg: {[JF;N ADP?E;ISS%Q:SS] ‘ 9 4,345,884.0:4
s | T KA howistrast | g | o
6 | KOTASELATAN | Biawao | ADMINISTRASL- | g | 4o 0eq o
7 Kggﬂlsbéﬁgpl KEIQLILRWAIPJIAN ADP%]S(I}S;?QSS N 9 4,345,884.03
9 Kﬁgg%‘:XﬁN Kgggghﬁa:ﬁﬁlv wlfgzlﬁésﬁ;ﬁﬁg o 8 3,785,727.64
11 KE?EAS%S\‘?EN KSLM%%?F AD%?S?:;’I ¥ 8 3,129,015.61
:z Kg?EAs%E}?KN KEBLIgmAN ADEfféﬁéiﬁﬁgl i 8 3,129,015.61
19 | KOTASELATAN |  Biawy | ADMINISTRASI- | g | 510 6156
14| KOTASELATAN |  LiMmAp | ADMINISTRASI- | 4| 5150 016,00
G| ROme BUTATA | ROTE SerATAY || PN 7 2,122,155.25
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NO| UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | KUAS Bﬁm"ﬁ‘:p)
o T oumsron || e
17 Kﬁggbét’;ﬂN K‘Eﬁmﬁh‘ A?é}‘%?giﬁi[ - 6 1,972,329.71
18 | KOTASELATAN | LvmAUN | ADMINISTRASI- | o | g0 50q7y
19 KIéE'rgAshégﬂN KEBLIIi%AN A%héﬁlggmil i 6 1,972,329.71
20 KIC()’EI;‘EAS%EX?iN KEIEJ;IIJE;[AN S s 6 1,972,329.7}
21 | KOTASELATAN | Livpap | ADMINSIRASI- | 0| o7) 40 7y
| OrASELATAN | Kot mlATAN o 5 1,917,115.90
23 Kgg@éﬂ%ﬁN KEIIIJ\}IJ%}:N A%“éﬁi:iﬁl i 5 1,917,1 15.9(%
2 | KOTASELATAN | LiAum | ADMINISTRASI- | 191711550
25| KOTASECATAN |  Blawao | ADMINISTRASI- | o | o101 1500
% | KOTASEGATAN | piAwy | ADMINISTRASI-| o | 4,7 500
o | ROTASHLADAN |  LINBAB A e 5 1,917,115.90
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LAMPIRAN 1.30

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN DUMBO RAYA

SIPILi

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JAK]";'AL,ﬁN B'Irl’iiNP?ll:p)
I N I P R
G
2 | DUMBORAYA | DUMBORAYA | ADMINISTRASI- || o5 g 15
3 | DUMBORATA | DOIHO KAYA A e as 9 3,489,960.24
4 Ig(l?ncaghoﬂg:& LEKA]?I‘IEJUSRg.{:I‘IiN ADlx:ﬁé?;{mgl i 9 4,345,884.03
5 é‘?ﬁﬁg’fﬁ“& LIIE:?I%I(J)RI??:SA AD%?&?EQSI i 9 4,345,884.03
Iy A il 9 4,345,884.03
s ggﬁggg:& KELSCI)QT%{ AN AD%?&%E)‘QSSI i 9 4,345,884.03
5 | DUMBORAYA | TALUMOLO | ADMINISTRASI- | o | .0 oe g
o | poNaD Sk | DOMREG Hagk A s 8 3,785.727.64
10 ggﬁﬁ?&ﬁi LEI;%‘%US%I\LN AD},%ﬁéiﬁgl i 8 3,129,015.61
1 | DoMEGic: | Lsiroee A G aias 8 3,129,015.61
12 gt?ﬁgg%&& KEIé%%?S{AN ADFI,\;?(I}T.&?[ i 8 3,129,015.61
8| DiomORE | | BoG R 8 3,129,015.61
14 ggﬁgﬁg;&t\& I'(PEALILIIJJ?AA(IJ{L%N ADP%%\E’S.&SS] i 8 3,129,015.61
15 ggﬁ%ff& rl){gﬁggg:& e i 7 2 190 15528

PELAKSANA
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NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN Jgkgin Bmﬁ‘:p) |
16 r})(gﬁggﬂg;&i ggﬁgbg}\&i A%Léifﬂggﬁil i 6 1,972,329.71
17 ggncnghom:g& ggﬁ%ﬁ:& A%%gﬁgﬁil i 5 1,917,1 15.90{
8] Tinee s | Bras it A s 5 1,917,1 15.90!
19 ggﬁgﬁgﬁ}%& LKEI?\I’;‘L(J)RI?'I}‘I:SA A%%Efﬁgﬁl i 5 1,917,115.90
20 ggﬁggﬁ%i KEIE;%EIS{AN A%“é}ﬁ?;ﬁil i 5 1,917,115.90
21 ggfaﬁ%ﬁ@& KELE:J(%IJ{A Y A?,hé}%gﬁil i 5] 1,917,115.90
22| DUMBORAYA | TALUMOLO | ADMIMISTRASI-| o |50, 5 00

I

-
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LAMPIRAN 1.31
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PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA TIMUR

SIPIL

KELAS | TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | N | BULAN (Rp)
KECAMATAN KECAMATAN i
1 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR P?ﬁg&ﬁN 12 9,817,047.07
% g
KECAMATAN KECAMATAN
ADMINISTRASI -
2 | KOTA TIMUR KOTATIMUR | ypumoeonoyme s 11 4,393,329.15
KECAMATAN KECAMATAN
ADMINISTRASI -
3 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR S 9 3,489,960.24
KECAMATAN KELURAHAN
ADMINISTRASI -
4 | KOTA TIMUR MOODU PENCAWAS 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN
ADMINISTRASI -
5 | KOTA TIMUR TAMALATE sl 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN |
ADMINISTRASI -
6 | KOTA TIMUR PADEBUOLO SENGATAS 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN |
ADMINISTRASI -
7 |  KOTA TIMUR IPILO R ot 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN |
8 | KOTA TIMUR HELEDULAA AD%?&?;{?:? - 9 4,345,884.03
SELATAN
KECAMATAN KELURAHAN |
9 | KOTA TIMUR HELEDULAA | ADMINISTRASI - 9 4,345,884.03
PENGAWAS
UTARA
KECAMATAN KECAMATAN |
ADMINISTRASI -
10 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR Aot 8 3,785.727.64
KECAMATAN KELURAHAN ‘
ADMINISTRASI -
11 | KOTA TIMUR MOODU S e 8 3,129,015.61
KECAMATAN KELURAHAN .
, ADMINISTRASI -
12 | KOTA TIMUR TAMALATE s 8 3,129,015.61
KECAMATAN KELURAHAN .
: ADMINISTRASI -
13 | KOTA TIMUR PADEBUOLO NG 8 3,129,015.61
KECAMATAN KELURAHAN \
: ADMINISTRASI -
14 | KOTA TIMUR IPILO Ll 8 3.129,015.6 1;
KECAMATAN KELURAHAN )
15| KOTA TIMUR HELEDULAA | ADMINISTRASI - 8 3,129,015.61

SELATAN

PENGAWAS
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| KELAS | TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT TABATEN | oo | BOLAW ()
KECAMATAN KELURAHAN
16 | KOTA TIMUR HELEDULAA | ADMINISTRASI - 8 3,129,015.61
PENGAWAS
UTARA
KECAMATAN KECAMATAN
ADMINISTRASI - |
17 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR b 7 2,122,155.25|
KECAMATAN KECAMATAN
ADMINISTRASI -
18 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR it R 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN ,
ADMINISTRASI -
19 | KOTA TIMUR MOODU ex e it 6 1,072,329.71
KECAMATAN KELURAHAN |
ADMINISTRASI -
20 | KOTA TIMUR TAMALATE e 6 1,072,329.71
KECAMATAN KELURAHAN |
ADMINISTRASI -
21 | KOTA TIMUR PADEBUOLO s 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN \
, ADMINISTRASI -
22 | KOTA TIMUR IPILO e 6 1,972,329.71
KECAMATAN KELURAHAN ,
23 | KOTA TIMUR HELEDULAA | ADIINISTRASL - 6 1,972,329.71
SELATAN S
KECAMATAN KELURAHAN .
24 | KOTA TIMUR HELEDULAA A?,gﬂllflfﬁl . 6 1,972,329.71
UTARA .
KECAMATAN KECAMATAN .
ADMINISTRASI -
25 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR e 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN ,
ADMINISTRASI -
26 | KOTA TIMUR MOODU g i 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN :
ADMINISTRASI -
27 |  KOTA TIMUR TAMALATE e 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN ’
ADMINISTRASI -
28 | KOTA TIMUR PADEBUOLO e 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN : |
ADMINISTRASI - |
29 | KOTA TIMUR IPILO i iacs 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN .
30 | KOTA TIMUR HELEDULAK. | * i secn: 5 1,917,115.90
SELATAN -
KECAMATAN KELURAHAN .
31| KOTA TIMUR HELEDULAA A[:,“éﬁlsz,ﬁi' . 5 1,017,115.90
UTARA =
KECAMATAN KECAMATAN :
ADMINISTRASI -
32 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR ey 3 1,513,772.14
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LAMPIRAN 1.32

=57 =

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG '
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KECAMATAN KOTA TENGAH
KELAS TPP PER
P L4
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp)
KECAMATAN KECAMATAN
1 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH PIMPINAN 12 9,817,047.07
TINGGI
KECAMATAN KECAMATAN ;
ADMINISTRASI -
2 | KOTA TENGAH KOTATENGAH | ppvmnieroamop 11 4,393,329.15
KECAMATAN KECAMATAN ,
ADMINISTRASI -
3 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH ey 9 3,489,960.24
KECAMATAN KELURAHAN 5
ADMINISTRASI -
4 | KOTA TENGAH PAGUYAMAN PENGAWAS 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN ,
ADMINISTRASI -
5 | KOTA TENGAH PULUBALA ipbeivi: 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN ,
ADMINISTRASI - ]
6 | KOTA TENGAH LILUWO PENGANAS 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN ,
ADMINISTRASI - )
7 | KOTA TENGAH DULALOWO e 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN ,
8 | KOTA TENGAH DULALOWO MDAIRISEIRAS = 9 4,345,884.03
PENGAWAS
TIMUR
KECAMATAN KELURAHAN »
ADMINISTRASI -
9 | KOTA TENGAH WUMIALO PENGAWAS 9 4,345,884.03
KECAMATAN KECAMATAN ,
ADMINISTRASI -
10 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH PENGAWAS 8 3,785,727.64
KECAMATAN KELURAHAN ,
ADMINISTRASI -
11 | KOTA TENGAH PAGUYAMAN PENGAWAS 8 3,129,015.61
KECAMATAN KELURAHAN ,
e ADMINISTRASI - |
12 | KOTA TENGAH PULUBALA PENGAWAS 8 3 129,015.61{
KECAMATAN KELURAHAN , l
e ADMINISTRASI -
12 | KOTA TENGAH LILUWO BN OAWAS 8 3,129,015.61
KECAMATAN KELURAHAN ,
ADMINISTRASI -
14 | KOTA TENGAH DULALOWO PENEATAS 8 3,129,015.61
KECAMATAN KELURAHAN ,
15 | KOTA TENGAH DULALOWO ADMINISTRASI - 8 3,129,015.61
SOMUE PENGAWAS
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PELAKSANA

) KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN e il 4 (Rp)}
KECAMATAN KELURAHAN ; ‘
ADMINISTRASI -
16 | KOTA TENGAH WUMIALO PENGAWAS 8 3,129,01 5.64
KECAMATAN KECAMATAN
" ADMINISTRASI -
17 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH PELARSANA 7 2,122,155.25
KECAMATAN KECAMATAN .
18 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH “DMINIS.fRASI ) 6 1,972,329.71
PEL l)ANA
KECAMATAN KECAMATAN ,
ADMINISTRASI -
19 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH PELAKSANA 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN ,
ADMINISTRASI -
20 | KOTA TENGAH PAGUYAMAN i 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN .
ADMINISTRASI -
21 | KOTA TENGAH PULUBALA ST AT AN 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN ,
" ADMINISTRASI -
22 | KOTA TENGAH LILUWO PELAKSANA 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN .
- ADMINISTRASI -
% | KOTA TENGAH DULALOWO DL ALCEANA 5 1,917,115.90
KECAMATAN KELURAHAN )
24 | KOTA TENGAH ptilaiown | 220N KAS]- 5 1,917,115.9
PELAKSANA
TIMUR
KECAMATAN KELURAHAN ,
25 | KOTA TENGAH WUMIALO ALMINISTRAS] - 5 1,917,1 15.9$

WALI KOTA GORONTALO,//
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LAMPIRAN I.33

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA UTARA

. " KELAS TPP PER
NO | UNIT KERJA SUB UNIT TR | SR | Bora (e
KECAMATAN KECAMATAN
1 | KOTA UTARA KOTA UTARA PIMPAAN 12 9,817,047.07
TINGGI
KECAMATAN KECAMATAN .
/ ADMINISTRASI - ]
2 | KOTA UTARA KOTATITARA. | ppspiacniins 11 4,393,329.15
KECAMATAN KECAMATAN -
/ ADMINISTRASI -
3 | KOTA UTARA KOTA UTARA T s 9 3,489.960.24
KECAMATAN KELURAHAN -
: ADMINISTRASI -
4 | KOTAUTARA | DULOMO UTARA | " LE o /o 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN i
5 KOTA UTARA DULOMO ADpngg‘éiﬁSSI ) 9 4,345,884.03
SELATAN
KECAMATAN KELURAHAN .
, ADMINISTRASI -
6 | KOTA UTARA DEMBE II Siall Bl 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN ;
: ADMINISTRASI -
7 | KOTA UTARA DEMBE JAYA e s 9 4,345,884.03
KECAMATAN KELURAHAN )
8 | KOTA UTARA WONGKADITI | APMINISTRASI - 9 4,345,884.03
PENGAWAS
TIMUR
KECAMATAN KELURAHAN )
9 | KOTA UTARA WONGKADITI | APMINISTRAST - 9 4,345,884.03
PENGAWAS 45,
L BARAT
KECAMATAN KECAMATAN )
. ADMINISTRASI -
10 | KOTA UTARA KOTA UTARA il ol 8 3,785,727 .64
KECAMATAN KELURAHAN
: ADMINISTRASI -
11 | KOTAUTARA | DULOMO UTARA | " pEnciuiie 8 3,129,015.61
[T KECAMATAN KELURAHAN ,
12 | KOTA UTARA DULOMO ADI,%wéiﬁgl g 8 3,129,015.61
SELATAN
KECAMATAN KELURAHAN ,
/ ADMINISTRASI -
13 | KOTA UTARA DEMBE II il 8 3.129,015.61
KECAMATAN KELURAHAN .
ADMINISTRASI -
£ 0
14 | KOTA UTARA DEMBE JAYA el 8 3,129,015.61
KECAMATAN KELURAHAN . |
15 | KOTA UTARA WONGKADIT] | ADMINISTRASI - 8 3,129,015.61
e PENGAWAS
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, ) KELAS | TPP PER
NO| UNIT KERJA SUB UNIT aamaman | | BULAN R
KECAMATAN KELURAHAN .
16 | KOTA UTARA WONGKADITI m%‘géfﬁgl : 8 3,129,015.61
BARAT |
KECAMATAN KECAMATAN iy |
17 | KOTAUTARA | KOTAUTARA | ADMINISTRASI 7 2,122,155.25
PELAKSANA
KECAMATAN KECAMATAN -
: ADMINISTRASI - |
18 | KOTA UTARA KOTA UTARA ey 6 1,972,329.71
KECAMATAN KECAMATAN =
; ADMINIS™RASI -
19 | KOTA UTARA KOTA UTARA S AR A 5 1,017,115.90
KECAMATAN KELURAHAN -
2C KOTA UTARA DULOMO UTARA ADM]NIS;;RASI i 5 1,917,115.90
PELAKSANA
KECAMATAN KELURAHAN a |
21 | KOTA UTARA DULOMO A?,“éﬁ%iﬁil - 5 1,917,115.90
SELATAN > |
KECAMATAN KELURAHAN .
i , ADMINISTRASI -
22 | KOTA UTARA DEMBE II sspaisii 5 1,017,115.90
KECAMATAN KELURAHAN i
: ADMINISTRASI -
23 | KOTA UTARA DEMBE JAYA e 5 1,017,115.90
KECAMATAN KELURAHAN )
24 | KOTA UTARA WONGKADITI A%%}%ffﬁi[ - 5 1,917,115.90
TIMUR >
KECAMATAN KELURAHAN .
25 | KOTA UTARA WONGKADITT | ADMINISIRASE- & 1,917,115.90
t v PELAKSANA

?,WALI KOTA GORONTALO ,?/




LAMPIRAN 1.34

=G =

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KECAMATAN KOTA BARAT

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | PLAS B:.I:zNP(Ell:p)
KECAMATAN KECAMATAN ———
1 | KOTA BARAT KOTA BARAT Lyl 12 9,817,047.07
g | Eoran mi el be bl Lol B B 4,393,329.15
3 | KOTABARAT | KOTABARAT | ADMINISTRASI- | |5 000 o0 o
4 11%% gﬁ:&? K%LEUI\?QE?N AD%?&%E:? ) 9 4,345,884.03
5 IIE(E)% béﬁ'}l;ﬁ KLEE:LIP(;?;;{L%N AD%?&TE:SSI i 9 4,345,884.03
6 | KOTABARAT | PILOLODAA | ADMINISTRASI- | g |0 ceq s
7 ggﬁ%ﬁ&:@r KE;LIJJS&I;I; Y i 9 4,345,884.03
4| Eosxmmeer - e 9 4,345,884.03
9 ggﬁ%ﬁ%ﬁ M%fgw W ADP%II{%T&SS;' - 9 4,345,884.03
10 Eﬁ%ﬁ“ﬁﬁ:};ﬂ KE;LI?LR:&? N AD}fggéﬁﬁgl ) 9 4,345,884.0%
i1 | ROTS BERAT i o 8 3,785,727.64
| KB BARAT DEMBET e 8 3,129,015.61
13 ggg: néifll;?r KL%%JOR;:LQ)N AD;&?&?&? i 8 3, 129,015.61‘
14 ggg:héigﬁ‘ I;?fgfggﬁ ADAINISIRAGL - 8 3,129,015.61
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PELAKSANA

NC | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN Jgkﬁn Bmfzp'
15 g?ﬁ%ﬁﬁ K%SS?SIEA N AD;&%TE:S' i 8 3,129,015.61
16 ggﬁ%ﬁ%ﬁ KE%}IEJW N AD&%?&T&? ) 8 3,129,015.61
17 Iléggi Déﬁ:rl};ﬁ‘ M%Egmfl}lqw AD%?&T&? i 8 3,129,015.61
18 ggﬁ%ﬁﬂ* K}%LIEJS\JS{[? N ADF%ISI(I}SAT%SI i 8 3,129,015.61
1 }Iég%: hgigz?g E(E);gi %ﬁw A%hémgiﬁil ) 7 2,122,155.29
g s | e 6 1,972,329.71
21| KOTABARAT |  DEMBE! | ADMINISTRASI- | o 07 gy
22 Eg%: I\é}:’gﬂ* ﬁlkuomlv A?,hégfggﬁil i 6 1,972,329.71
25 ﬁggﬁl\é’gﬂ %ﬁgm A%“égfs;gﬁﬁil i 6 1,972,329.71
24 gggihéigg K%Sggl; N A%“ég\[zgﬁﬁl i 6 1,972,329.71
25| KOTABARAT |  TeNIo | ADMINISIRASI- | o | o0 50q 7y
26 Eg%“gi}{ﬁf‘ N}[(gllfggf:’lz'ﬂﬂ Agﬁiﬁégﬁil i 6 1,972,329.71
2r E(E):gﬁhlgﬂ;gl:‘ K%Lgmm A%“églg:iﬁil i 6 1,972,329.7}
2| KOTABARAT | KOTABARAT | ADMIMSTRASI- | o | o0 g0
20| KOTABARAT |  DEMBEI | ADMINSTRASI- | o |, 1530
30| KOTABARAT | LEKOBALO | ADMINISTRASI- | o 1,07 c0p
31 1%%%:&1:‘ ﬁfgﬁgﬂ A[;,hégﬁgiﬁl i 5 1,917,115.90
35| KoukBaRaT K%IIJJS?II){EA Y A%ﬁﬁﬁggﬁil ] 5 1,917,115.90
33 ggﬁ Dé:ﬁﬂ KE%IE:JI:IQI}I\.I({)AN Agﬁiﬁgﬁil - 5 1,917,115.90
34| KOTABARAT | MOLOSIPATw | ADMINISTRASI- | o | o7y 500
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KELAS TPP PER
NO UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN BULAN (Rp{
KECAMATAN KELURAHAN L)
. ADMINISTRASI -
35 KOTA BARAT BULADU PELAKSANA S 1,917,115.9
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NAMA OPD
T o S S B e S S et
N ——
SURAT PERNYATAAN
ROTOY % convssssnaminizsisio
Yang Bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :
NIP
Jabatan
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
2. Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Tidak mengisi daftar hadir secara elektronik pada hari .... tanggal .
dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan ..... sesuai

dengan surat tugas/undangan/jadwal sebagaimana terlampir.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

KEPALA OPD/UNIT KERJA
(Nama)

Pangkat/gol Ruang
NIP

Q[WALI KOTA GORONTALO, f/




LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG .
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NAMA OPD
L oottt

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
JA\[0) 55 Lo )

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dokumen kelengkapan administrasi permintaan pembayaran TPP bulan
........... tahun .......... telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP
tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan terscbut ke Kas
Daeraky;

3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan
tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

KEPALA OPD/UNIT KERJA

(Nama)
Pangkat/gol Ruang

Q‘WALI KOTA GORONTALO?!«
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LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DAFTAR PENERIMAAN TPP

(NAMA OPD)
BULAN ....coeeveunnn 2023
KELAS HARGA BESARAN TPP | TPP BERDASARKAN TPP JMLH PPh JMLH
NO. NAMA/NIP GOL | JABATAN JABATAN | JABATAN IDrp CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TPP % BERSIH TTD
KEHADIRAN | (9+10)
1 2 i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KEPALA OPD/UNIT KERJA

(Nama)

TV am ~d a1 T ~
ra.usx\a.l./ sux .I.\U.CLLJ.S

NIP

q‘ WALI KOTA GORONTALOf/




